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BABI 

PENDAHULUAN 

I. Permasalahan : Latar Belakang Dan Perumusannya 

Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan 

kesejahteraan rakyat. Pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia 

khususnya adalah pembangunan di bidang ekonomi dan sosial, yaitu untuk 

meningkatkan tarnf hidup ral:yat, baik yang bersifat materiil maupun spirituil agar 

mencapai dernjat hid up yang setinggi-tingginya. Oleh karena itu hasil 

pembangunan harus dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai peningkatan 

kesejahteraan lahir batin secara adil dan merata. Untuk mencapai tujuan tersebut 

tenaga manusia mempunyai peranan penting. 

Dalam hal ini tenaga kerja memcgang peranan yang penting dalam 

pembangunan nasional dan perlu diberi perhatian khusus mengemu 

kesejahtaraannya. Proses pembangunan tidak akan lancar tanpa keterlibatan 

tenaga kerja di dalamnya. 

Pembangunan sektor tenaga kerja sebagai bagian dari upaya pembangunan 

sumber daya manusia merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dcngan 

pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-undang Dasar 

1945, yang diarahkan pada peningkatan harkat, martabat dan kemampuan 

manllsia,serta kepercayaan pada diri sendiri dalam rangka mewujudkan 

masyarakat sejahtera, adil dan makmur, baik materiil maupun spirituil. 
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Peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat 

dengan disertai berbagai tantangan dan resiko yang dihadapinya. Oleh karena itu, 

kepada tenaga kerja perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan 

kesejahteraannya, sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan 

produktivitas nasiona!. 

Karena itu setiap negara berusaha meningkatkan dan melindungi keselamatan 

dan kesehatannya se rta kesejahteraan ekonominya sebagai imbalan dan 

penghargaan atas prestasi yang telah diberikannya. Sehubungan dengan maksud 

tersebut, Pemerintah Indonesia berusaha mewujudkan upah yang realistis sesuai 

dengan kondisi daerah dan kemampuan perusahaan, sehingga pemerintah 

Indonesia menetapkan Upah Minimum KabupatenIKota dalam Keputusan 

Gubemur. 

Kedudukan pekerja, khususnya di Indonesia, merupakan suatu persoalan yang 

selama ini menjadi suatu problematika yang tiada habis-habisnya, di mana antara 

pekerja dan pengusaha masing-masing merupakan suatu posisi sosial yang mana 

kedua posisi tersebut dikendalikan oleh kepentingan yang pada dasamya 

bertentangan adalah kepentingan pengusaha untuk mengejar laba setinggi­

tingginya dan menekan upah buruh serendah-rendahnya. Hal 1111 merupakan 

hukum kehitJupan yang ada dalam perusahaan. 

Adapun yang menjadi sebab dari hal tersebut adalah adanya beberapa 

kemllngkinan sikap dari pengllsaha scndiri yang menonjolkan kekuatan dan 

haknya atas modal dan mengutamakan keuntungan, sehingga kurang 

memperhatikan kepentingan pekerjanya. Kemungkinan kedua dapat timbul 
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sebaga i akibat prasangka dari pekerja yang sering menganggap bahwa pengusaha 

se lalu mengambil keuntungan yang terlalu banyak dan memberi bagian pekelja 

yang terlalu sedik it. 

Di sisi lain, pengusaha adalah bertanggung jawab untuk kelangsungan 

perusahaan dan keberhasilan perusahaan serta mendapatkan keuntungan sesuai 

dengan modal yang ditanarnkannya. Bagi Pekelja perusahaan serta rnendapatkan 

keuntungan se~uai dengan modal yang ditanarnkannya. Bagi pekelja, perusahaan 

adalah sebagai tempat untuk berkarya dan berbakti sekaligus sebagai surnber 

penghasilan dan penghidupan. Dari posisi tersebut dapat kita ketahui bahwa posisi 

pekerja merupakan posisi yang kurang menguntungkan, sehingga diperlukan suatu 

perl indungan bagi pekerja. 

Posisi pekerja yang lemah, dikarenakan kebutuhan akan kerja begitu tinggi, 

terlebih isi perjanjian yang pada kenyataannya lebih banyak ditentukan oleh 

pengusaha, sehingga pekerja seolah-olah ditekan untuk rnenyetujui peljanjian 

kelja tersebut. 

Oleh karena itu ada 2 (dua) hal yang perlu diperhatikan dalam kaitannya 

dengan rnasalah perlindungan hukurn, yaitu: 

a. Peraturan perundang-undangan harus secara tegas rnemberikan petunjuk 

tentang hak dan kewajiban dari pihak pekerja maupun pengusaha. 

b. Aparat penegak hukum harus bertanggung jawab sepenuhnya dalarn 

melaksanakan tugasnya tanpa pandang bulu dengan tujuan utama menegakkan 

hukurn dan keadilan. 
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Dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagake~aan dalam menimbang 

huruf d. oahwa perlindungan hukum terhadap tenaga ke~a dimaksudkan untuk 

me'1jal11in hak-hak dasar pekerjal buruh dan menjamin kesamaan kesempatan 

serta perlakuan tanpa diskriminasi dengan tetap memperhatikan perkembangan 

kemajuan dunia usaha. 

Bertitik tolak dari uraian seperti yang te lah di sebutkan di atas, maka dapat 

dirumuskan remlasalahan sebagai berikut: 

I. Bagaimana kedudukan peke~a tidak tetap dalam hubungan ke~a yang terdapat 

pada Perum Perhulani KPH (Kesaluan Pemangkuan Hutan) Jombang? 

2. Bagai mana sislclI1 pcngupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta 

Tunjangan Kescjahleraan di Perum Perhutani KPH (Kesatuan Pemangkuan 

Hutan) Jombang? 

2. Penjelasan J ud ul 

Tujuan pekerja melakukan pekerjaan adalah untuk mendapatkan penghasilan 

yang cukup guna membiayai kehidupannya beserta keluarganya, yaitu 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. selama ia melakukan pekerjaan, 

memang ia berhak atas pengupahan yang menjamin kehidupannya. Hal tersebut 

berkailan dengan adanya prinsip "no work, no pay" , yang termuat dalam pasal 

1602 hurllfb Ki lab Undang-lIndang Hukum Perdala. 

Tuj uan pekerja mclakukan pekerjaan adalah untuk mendapatkan penghasilan 

yanl?, cukup guna mel11biayai kehidupannya beserta keluarganya, yaitu 

penghidupan yang layak bagi kel11anusiaan. selama ia melakukan pekerjaan, 
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memang ia berhak atas pengupahan yang menjamin kehidupannya. Hal tersebut 

berkaitan dengan adanya prinsip " no work, no pay", yang termuat dalam pasa! 

1602 hurufb Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 

Secara Umulll upah adalah pembayaran yang diterima buruh selama ia 

melakukan pekerjaan. Fimansyah Hasibuan berpendapat bahwa upah adalah 

segala macam bentuk penghasilan yang diterima buruh atau pegawai (tenaga 

kerja) baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu 

kegiatan ekonomi .1 

Dari uraian tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan judul skripsi ini 

adalah untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hak-hak normatif bagi 

pekerja tidak Map di lingkungan Perum Perhutani KPH (Kesatuan Pemangkuan 

Hutan) Jombang dari sistem pengupahan, dan sejauh mana perlindungan yang 

diberikan oleh undang-undang bagi pekerja. 

3. Alasan Pemilihan Judul 

Dengan terjadinya perjanjian kerja, timbullah hak-hak dan kewajiban­

kewajiban bagi masing-masing pihak, yaitu baik pengusaha maupun pekerja 

Kewajiban dari salah satu pihak merupakan hak bagi pihak lainnya, demikian 

sebaliknya. 

Oleh karena itu, alasan pemilihan dari judul ini adalah disebabkan untuk 

mengetahui pemenuhan kewajiban pengusaha dakam memberikan upah kepada 

I Hisbuan Finnansyah, Upah Tenaga Kerja dan Konsentrasi Dada sector Industri. Prisma No. 

10 Me; 1981 .hsl.3 
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pektrjanya khususnya pekerja tidak tetap disesuaikan dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan juga dengan Upah Minimum Kabupatenl 

Kota. 

4. Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini disamping sebagai pelengkap 

persyaratan studi dalam mencapai gelar saIjana lengkap dibindang I1mu Hukurn 

Fakultas Hukum Universitas Airlangga, skripsi ini diharapkan juga ikut 

menyumbangkan sedikit pengetahuan kepada masyarakat, terutama pekeIja dan 

pengllsaha, agar mengetahuhi dengan benar apa yang dimaksud dengan peIjanjian 

di dalam suatu perusahaan, dimana di dalamnya tercakup mengenai pola 

hubungan k<:Ija yang benar, sistem pengupahan, serta adanya perlindungan 

terhadap keselamatan dan perlindungan keIja oleh pihak perusahaan terhadap 

pekerja guna meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. 

5. Metodelogi 

Metode ilmiah merupakan salah satu faktor terpenting dalam suatu penulisan 

karya ilmiah, karena merupakan cara untuk menentukan, mengembangkan dan 

menguji kebenaran serta untuk menjalankan prosedur yang benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh sebab itu penulis di dalam 

penulisannya melakukan beb<:rapa langkah sebagai berikut : 
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a. Pendekatan Masalah 

Penulis dalam penulisannya serta pemecahan masalah ini menggunakan 

pendekatan Yuridis Nonnatif, yaitu penelitian hukum dengan cara pendekatan 

terhadap fakta yang ada di lapangan, kemudian oleh penulis hasil temuan di 

lapangan tersebut dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku serta terkait sebagai acuan untuk memecahkan masalah. 

b. Bahan Hukum 

Bahan hukum di dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: 

sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. 

Bahan hukum primer merupakan data atau bahan yang diperoleh dari basil 

konsultasi dan keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung di lapangan 

dari hasil wawancara atau intelView dengan pihak-pihak bersangkutan dengan 

pengupaban. 

Bahan huk'Um sekunder merupakan data atau bahan yang diperoleh daTi 

penelitian kepustakaan yang menyangkut tentang upah, dalam hal ini adalah 

berupa literatur di buku-buku berbagai sarjana dan catatan-catatan yang diperoleh 

selama perkuliahan daTi Fakultas Hukum Universitas airlangga Surabaya serta 

bahan-bahan lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang di bahas dalam 

skripsi ini. 

c. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum 

Tehnik pengumpulan bahan atau data primer adalah metode wawancara 

dengan responden yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang dipersiapkan 

lebih dahulu secara terstruktur serta dengan cara wawancara bebas mendalam 
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tanpa menggunakan daftar pertanyaan yang depersiapkan lebih dahulu secara 

terstuktur. 

Sedangkan untuk pcngumpulan data sekunder dilakukan dengan studi 

Iiteratur dan studi dokumentasi 

Dari bahan yang diperoleh tersebut kemudian diseleksi berdasarkan 

klasifikasi prioritas yang berhubungan dengan masalah yang ada. Selanjutnya 

diolah dan dirumuskan secara sistematika sesuai dengan masing-masing pokok 

bahasan untuk kemudian diambil kesimpulan dan saran-saran. 

d. Analisa Bahan Bukum 

Dalam menganalisa data atau bahan yang telah diperoleh, penulis 

menggunakan metode diskriptif kualitatif, yaitu data atau bahan yang dinyatakan 

oleh responden secara tertulils atau lisan dan juga perilakunya yang nyata diteliti 

dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh dengan tujuan untuk dimengerti atau 

memahami gejala yang ditelitinya2 

Kemudian dari data atau bahan yang diperoleh dan terkumpul tersebut 

dipaparkan dengan jalan menggambarkan karakter dari obyek, selanjutnya 

perrnasalahan yang timbul ditinjau dan dianalisa berdasarkan teoTi dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan permasalahan yang ada dan 

akhimya sampai pada penarikan kesimpulan. 

2 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakana, Universitas Indonesia Pres, 1986, 

hal .32 
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Kesimpulan yang ditarik tersebut dilakukan dengan metode deduktif, metode 

deduktif artinya suatu cara mengambil kesimpulan dimana dari pembahasan yang 

bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khususJ 

6. Pcrtanggungjawaban sistematika 

Supaya menjadi terarah dan sistematika, maka skripsi ini terbagi dalam 

beberapa bab dan masing-masing bab terbagi lagi dalam beberapa sub bab dengan 

pokok bahasannya. 

Pada Bab I yang merupakan pendahuluan terdiri dari sub, yaitu: permasalahan 

yang meliputi latar belakang dan perumusannya, penjelasan judul, tujuan 

penulisan,metodelogi yang terbagi lagi dalam beberapa sub yaitu: pendekatan 

masalah, sumber data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, dan nalisa 

data serta pertanggungjawaban sistematika. 

Bab II merupakan pembahasan dari Kedudukan pekelja tidak tetap dalam 

hubungan kerja di Perum Perhuhtani KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) 

Jombang, macam dan jenis pekerjaan, bentuk hubungan kelja yang teljadi pada 

pekerja tidak tetap, serta perjanjian kerja waktu tertentu. 

Bab III Menjelaskan tentang hak dan kewaj iban pekeIja tidak tetap, serta 

sistem penb'llpahan bagi pekerja tidak tetap eli Perum Perhutani KPH (Kesatuan 

Pemangku Hutan) Jombang. 

Pada Bab IV yang merupakan pembahasan terakhir dari penulisan skripsi 

yang berisikan kesimpulan dan saran. Pada bagian saran merupakan swnbangan 

) Sutrisno Hadi, Pengantar Penelitian Hukum. 1997, hal . 42 

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERLINDUNGAN HAK-HAK ... INKA SOFFA NURKHOLIQ



10 

pemikiran yang diharapkan dapat menjadi masukan dalam perberian perlindungan 

hukwn bagi para pekerja dan pengusaha. 
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DALAM HUBUNGAN KERIA DENGAN 
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BABIi 

KEDUDUKAN PEKERJA DALAM HUBUNGAN KERJA DENGAN 

PERUSAHAAN 

1. Macam dan jenis pekerjaan 

Menulut pasal I angka 15 UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, 

yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah hubungan pengusaha dengan 

pekerja! buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat 

kerja, hak and kewajiban para pihak. Dari hal di atas dapat dikatakan bahwa 

hubungan kerja adalah suatu hubungan seorang pekerja dengan pengusaha yang 

dapat menimbulah adanya hak dan kewajiban. 

Hubungan kerja terjadi setelah adanya perjanjian kerja oleh pekerja dengan 

pengusaha, dimana pekerja menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada 

perusahaan tersebut dengan menerima upah dan dimana pengusaha juga 

menyatakan kesanggupannya untuk memperkerjakan pekerja dengan membayar 

membayar upah. 

Pada Perum Perhutani KPH Jombang hak-hak dan kewajiban pekerja itu 

sendiri tergantung pada macam dan jenis pekerjaan yang ada. Adapun macam 

pekerjaan yang terdapat pada Perum Perhutani KPH Jombang, adalah sebagai 

berikut4
: 

• Wawancara dengan Gatol Subagyo Administralur Perum Perhutani KPH Jombang tanggal 13 

Jaouan 2005 
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1. Pekerja Tetap 

Yaitu pekerja yang telah lulus seleksi ·yang sebelumnya sebagai capeg, 

diangkPt dan dipilih oleh direksi pusat yang berada di Jakarta. 

2. PHPP 

Yaitu: pekerja harian perum perhutani , pekerja pada tingkatan ini tidak perlu 

adanya perjanjian kontrak kerja, hal ini karena PHPP diangkatf diarnbil dari 

TKK (tenaga kerja kontrak) yang mempunyai presitasi pada perusahaan. 

3. TKK 

Yaitu: tenaga kerja kontrak, pekerja pada tingkatan ini terdapat adanya 

perjanjian konlrak kerja yang diatur selama 2 (dua) tahun, dan dapat 

diperpar.jang sekali selama I (satu) setahun. 

4. Pekerja Borong 

Yaitu: pekerja yang dipekerjakan berdasarkan sural pemyataan yang dibuat 

oleh pekerja itu sendiri, dan dipekerjakan pada saat-saat tertentu saja. 

5. PTM 

Yaitu: pos tunggal mandiri, dimana harnpir sarna dengan pekerja borong 

narnun yang membedakan adalah tugasnya. Tugas dari PTM adalah bertugas 

untuk menjaga pos-pos yang ada di hutan. 

Dengan adanya perjanjian kerja maka dapat sebagai pegangan secara yuridis 

apabila anlara pekerja dengan perum perhutani sebagai pengusaha terjadi 

perselisihan. Perjanjian itu sendiri memuat tentang beberapa ketentuan mengenai 
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hak dan kewajiban baik itu pekerja maupun pihak Perum Perhutani selaku 

pengusaha. 

2. Perjanjian kerja waktu tertentu 

Menurut Imam Soepomo, hubungan kerja terjadi setelah adanya perjanjian 

kerja antara pekerja dan majikan, ya itu perjanjian dimana pihak kesatu, buruh, 

mengikatkan diri untuk bekeIja dengan menerima upah pada pihak lainnya, 

majikan, yang mcngikatkan diri untuk mempekerjakan pekerja itu dengan 

membayar llpah "pada pihak lainnya" mengandung arti bahwa pihak pekerja 

dalam melakukan pekerjaan itu berada di bawah pihak lain. 

Jadi dengan demikian ada 3 (tiga) faktor yang menentllkan adanya hllbungan 

kerja, yaitu: 

f. Adanya pekerjaan yang harus dilakukan 

If. Adanya perintah (bekerja atas perintah pengusaha) 

I II . Adanya u;>ah 

Apabi la sa lah salu dari ketiga faktor di alas, maka tidak dapat dikatakan telah 

tc~jadi hubungan kerja . 

Suatu hubllngan kcrJa dapat ditandai dengan telah teIjadinya perjanjian kerja 

antara pckerja dengan pengusaha. Pengertian perjanjian itu sendiri diatur dalam 

pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi: 

"Sualu pcrJanjian ada lah sualU perbualan dengan mana salu orang alau lebih 

mengikatkan dirinya tcrhadap satu orang atau lebih." 

Mengenai syarat ~ahnya sualu perjanjian yang dilakukan para pihak, telah 

diatur dalam pasa l l.n o Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Di dalam pasal 
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1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan adanya 4 (empat) 

syarat, yaitu: 

a. Para pihak scpakat unluk mengikatkan diri ; 

b. Kl!cakapan Ul\tu~ 1lll!lllbual sualu pcrikalan; 

c. Sunlu hal lcrlcntu; 

d. Sualu sebab yang halal. 

Keempal syar21 tcrscbu: merupakan syarat mutlak , artinya bahwa dalam seliap 

[li! rjanjian baru dianggap sah apabila lclah J11cmcnuhi ketenluan dalam pasal 1320 

Kitab Undang-undang hukum Perdata. 

a. Sepakal 

Yang dimaksud dengan sepakat di sini ada lah bahwa para pihak yang 

mengadakan perjanjian itu harus setuju mengenai hal-hal yang pokok dari 

perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang salu juga 

dikehendaki olch pihak yang lain. Jad i mereka menghendaki sesuatu yang 

sama secara limbal bal ik. 

b. Cakap untuk 111eJ11buat perjanjian 

Subyek hukurn (orang) yang membuat perjanjian haruslah cakap menurut 

hukuJ11 . Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya 

adalah cakap menurut hukum. Sedang yang tennasuk dalam kelompok orang 

yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, menurut pasal 1330 Kitab 

Undang-undang Ilukum Perdata adalah: 

I . Orang-orang yang belum dewasa; 

2. Mercka yang ditarub di bawah pengampuan; 
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3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleb 

Undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa 

Undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan 

tertentu. 

c. SlIa lu hal lerlcnlu 

IS 

Yang dimakslld dengan suatu hal tertentu adalah sesuatu yang 

dipcrjanj ikan, harus ditentukan jenisnya. 

d. Sualu sebab yang hala l 

Scbab bcrarti isi perjanjian itu sendiri . lsi perjanjian menunjukkan apa 

yang hendak dicapai dengan adanya perjanjian. Pasal 1337 Kitab Undang­

undang Hukum Perdata menentukan sebab-sebab yang tidak halal, yaitu 

bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umwn. Jadi 

suatu sebab yang halal bisa dikatakan selain yang terdapat pada pasal tersebut. 

Dalam ilmu hukum, membedakan syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut 

antara syarat subyekti f dan syarat obyektif. Apabila syarat obyektif tidak 

terpenuhi , maka perjanj ian tersebut "batal demi hukum", artinya dari semula 

dianggap tidak pernah dilahirkan sutu perjanjian dan tidak pemah ada suatu 

perikatan, karena tujuan para pihak mengadakan pe~janjian telah batal. 

Sebaliknya, apabila suat u syarat subyek ti f tidak terpenuhi, maka perjanjian 

bukanlah batal demi hu kum akan tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk 

meminta kepada pengadilan supaya perjanjian itu "dibatalkan". Jadi perjanjian 

yang te lah dibuat itu mengikat para pihak selama tidak dibatalkan (oleh hakim) 

atas permintaan yang berhak meminta pembatalan tadi . 
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Syara t-syarat "kcs.:pakatan" dan "kecakapan berbuat" menyangkut faktor­

raktor yang terl ctak dala lll diri para pihak yang berbuat dan tidak menyangkut 

aspek yang lIlelllllat I><.: rjanj ian yang akan ditutup oleh para pihak, Jadi kedua 

syarat tcrsebllt knn<lslIk syarat subyekt if dari suatll perjanjian, sedangkan syarat 

obyck lif pcrJa nJlan alia lah syarat "obyck tcrtcntu" dan syarat "scbab yang halal" 

ka rcna IIl cncntllkan syarat-syarat tcntang sesuat ll yang oleh para pihak ingin 

dijadikan sasaran saling keterikatan mereka, 

OeFini; i perjanj ian kerja dirwnuskan dalam pasal 1601 a Kitab Undang­

undang Hukllm Perdala, yang berbunyi: 

"Persetujuan perburuhan adalah persetujuan, dengan mana pihak yang satu, si 

burllh , mcngikatka n di ri untllk dibawah perintahnya pihak yang lai n, si majikan, 

untuk sesuatu wak tll tertcntu, melakukan pekerjaan dengan melakukan upah," 

Dari rumusan pasal 160 1 a Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut 4 

esensial dari perjanjian kerj a, yaitu: 

I, Melal,:ukan pckcrjaan tertentu; 

2, Oibawah perintah orang lain (Pengusaha); 

3, Adanya upah; 

4, Untuk waJ..1u tertentu, 

Sedangkan di dalam Undang-undang No, 13 Tahun 2003 tantang 

Kctcnagakclj aan, tidaklah ada yang Illcngupas arli "tau deli nisi dari perjanjian 

kerja , Oi dalam Undang-undang No, 13 Tahun 2003 tentang Ketenagaketjaan 

hanya ada pengerl ian yang menyangkut tentang perjanjian kerja bersama, Di 
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dalam Undang-undang tersebut yang dimaksud dengan perjanjian kerja bersama 

adalah: 

"Perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerjal serikat 

buruh atau beberapa serikat pekerjal serikat buruh yang tercatat pada instansi yang 

bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa 

pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan 

kewajiban kedua belah pi hak. " 

Berdasarkan teori perjanjian kerja pada praktek pelaksanaannya perjanjian 

kerja dapat dikategorikan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu: Perjanjian Kerja untuk 

waktu Tertentu dan Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu hal tersebut 

sesuai dengan Undang-uudang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu tersebut diadasarkan atas jangka waktu 

atau selesaioya suatu pekerjaan tertentu. 

Pada Perum Perhutani KPH Jombang Para pekerja tidak tetapnya dapat 

digolongkan dalam dua kelompok berdasarkan keterikatannya dengan Perum 

Perhutani KPH Jombang, yaitu: 

I. Kelompok yang terikat dengan adanya perjanjian kerja 

Dalam kelompok ini terdapat TKK (Tenaga Kerja Kontrak) 

2. Kelompok yang mengikatkan diri dengan cara mengajukan surat 

pemyataan 

Dalam kelompok ini terdapat Pekerja borongan dan PTM (pos tunggal 

mandiri), yang keduanya mengikatkan diri hanya dengan surat pemyataan 
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baltwa piltak t.:rscbut mau bekerja dan tidak menuntut untuk diangkat 

menjadi p.:kcrja letap di Perum Perhutani KPH Jombang suatu saat nanti . 

Pada pekerja lidak tetap khususnya Tenaga kerja Kontrak terikat pada 

perjanjian tertul is yang dilakukan oleh pekerja dengan Perum Perhutani KPH 

JOlllbang, yang sistemnya perjanji an ke rj al kontrak kerja bagi pekerja kontrak 

diatur selama 2 (dua) tahun, dan dapat diperpanjang sekali selama 1 (satu) 

tahun.Selelah selesai alau berakhimya perjanjian kerjaJ kontrak kerja tersebut 

maka dimula i kemhali sebagaimana proses permohonan baru. Hal ini sesuai 

dengan pa,a l 57 aya t ( I) Undang-undang No. IJ Tahun 2003 tentang 

Ketcllaga kcrj ·lan. [Jan eli dalam i'crjanjiall Kerja ulltllk Waktu Tertentu tersebut 

ti dak terdapat klasula tentang masa percobaan bagi pekerja kontrak, hal ini sesuai 

denga n pasal 58 aya t ( I) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. 

Perjanjian Kerja lIntuk Waktu Tertentu yang dibuat oleh pekerja dengan 

pengusaha dalam hal illi adalah Perum Perhutani KPH Jombang, mempunyai 

maksud yaitu: 

I. Agar kedua belah pihak yang berkepentingan mempunyal pegangan 

ten tang apa yang telah disetujui, jika seandainya timbul perselisihan 

paham atau sa lah satu pihak mengindahkan apa yang ditetapkan. 

2. Guna p<.:laksanaan pros<.:s adm in istrasi ya ng iJaik tcnlang kcadaan 

pckcrjaannya. 

3. Perjanjian kelja dibuat secara tertu li s ada kaJanya juga dimaksud untuk 

mengadakan penyi mpangan terhadap ketentuan yang terdapat daJam 
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Undang-undang, tetapi harus merupakan persetujuan antara kedua belah 

pihak, yai tu perusahaan dan pekerja. 

Penerimaan tenaga kerja kontrak pada Perum Perhutani KPH Jombang, pada 

dasa rnya disesuikan dcngan kebutuhan perusahaan, dan bagi tenaga kerja yang 

hendak mengikatkan di ri menjadi pekerja kontrak pada Perum Perhutani KPH 

Jombang haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh perusahaan. 

Sebagai pedoman bagi perusahaan dan pekerja, dalam Perjanjian Kerja untuk 

Waktu Tertentu di rerum Perhutani KPH Jombang dibuat peraturan perusahaan, 

yang isinya mengatur dan menjelaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing­

masing pihak, persyaratan para calon pekerja, dan pedoman penerimaan pekerja 

bagi perusahaan. Semua itu dengan tujuan agar tercapai suatu hubungan keIja 

yang baik dan hannonis anatara perusahaan dengan pekerja sesuai dengan konsep 

Hubllngan [ndustri al Pancasila, dalam lIsaha untllk meningkatkan kesejahteraan 

pekerja dan demi keiangslingan usaha perusahaan. 
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BAB III 

SISTEM PENGUPAHAN BAGI PEKERJA TlDAK TETAP 

Dl PERUM PERHUT ANI 

I. Hak dan Kewajiban Pekerja Tidak Tetap 

HlIhllngan kerja adalah suatu hllhungan antara seorang pekerja dengan 

seorang majikan. II1Ibungan kerja hendaknya menunjukkan kedudukan kedua 

belah pihak tersebut yang pada dasamya menggambarkan hak-hak dan kewajiban­

kewajiban pekerja dan pengusaha. Kewajiban pekerja pada umurnnya tersimpul 

dalam hak pengusaha, begitu juga hak pekerja terrsimpul dalam kewajiban 

penf;usaha. 

Begitu juga pada Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu Perum Perhutani 

KPH Jombang dengan pekerja, terdapat pula mengenai hak-hak dan kewajiban­

kewajiban pekerja dan peruusahaanl pengusaha. 

1.1 Hak-hak Pekerja Tidak Tetap 

Hak-hak pekerja yang terdapat pada Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu 

antara Perum Perhutani KPH Jombang dengan calon pekerja kontrak, anatar lain: 

a. Berhak atas Upah 

Upah adalah pembayaran yang diterima pekerja selama ia me1akukan 

pekerjaan ataU dipandang melakukan pekerjaan. Definisi upah tidak terdapat 

pada Undang-undang No. 13 Tahun 2003 ten tang Ketenagakerjaan dan Kitab 

Undang-undang Hukurn Perdata, namun dapat kita tihat pada pasal I huruf a 
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Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah. 

Dalam peraturan pemerintah tcrsebut mengungkapkan definisi upah adalah 

suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh atas prestasi 

berupa pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan oleh tenaga kerja 

dan dinyatakan atau dinilai daIam bentuk uang yang besamya ditetapkan 

menu rut suatu persetujuan, atau peraturan perundang-undangan dan 

dibayarkan atas dasar perjanjian kerja antaTa pengusaha dengan pekerja 

termasuk tunjangan baik untuk pekerja sendiri ataupun pada keluarganya. Hal 

ini sesuai dengan apa yang terdapat pada pasal 88 Undang-undang No. 13 

Tabun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan : 

1. Setiap pekerja! buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 

2. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuru penghidupan yang Iayak 

bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I), pemerintah 

menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja! buruh. 

3. Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja! buruh sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (2) meliputi: 

a. Upah minimum; 

b. Upah kerja lembur; 

c. Upah tidak mas uk kerja karena berhalangan; 

d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di Iuar 

pekerjaannya; 

e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya; 
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f Bentuk dan cara pembayaran upah; 

g. Denda dan potongan upah; 

h. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; 

I. Sturktur dan cara pengupahan yang proposional; 

J. Upah untuk membayar pesangon; dan 

k. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan. 

4. Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup yang layak dan dengan 

memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. 

Kemudian dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud 

dengan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak adalah jumlah 

penerimaan atau pendapatan pekerjal buruh dari hasil pekerjaanya sehingga 

mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerjal buruh dan keluarganya secara 

wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, 

kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua. 

G. Kartasapoetra mempunyai pendapat bahwa "Upah dalam arti yuridis 

merupakan balas jasa yang merupakan pengeluaran-pengeluaran pihak 

pengusaha, yang diberikan kepada para buruh atas penyerahan jasa-jasanya 

dalam waktu tertentu kepada pihak pengusaha"S 

Sistem pengupahan pada umumnya juga dikaitkan dengan produktifita5 

kerja dan kemampuan pekerja untuk berproduksi . Atau dengan perkataan lain, 

semakin tinggi produktifitas seorang pekerja maka seharusnya semakin banyak 

5 G. Kartasapoetra ct al. ."HnkuIU Perbnruhan di Indonesia Berlandasknn Pancasila", Bina 
Aksara, Jakana. 1998, hal 10 
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pula pengbasilan yang diperoleh (: "take home pay" harus setara dengan 

"produktivity" atau sebaliknya)6 

Pada pasal 2 PP No.8 tahun 1981, men),atakan bahwa: " Hak ml:'nerima 

upah timbul pada saat adanya hubungan kerja dan berakhir pada saat 

hubungan kerja putus". Dari pasal tersebut secara eksplisit memberikan bak 

kepada pekerja untuk menerima upah atas pekerja yang akan atau telah 

dilakukan, yang timbul pada saat hubungan kerja terjalin antara pengusaba dan 

pekeJja. 

Dalam pasal 8 PP NO.8 tabun 1981 memberikan hak kepada tenaga keJja 

yang bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan, akan tetapi 

pengusaha tidak mempekerjakannya baik karena kesalahan sendiri rnaupun 

yang dialami pengusaha yang seharusnya dapat dihindari . 

Pengklasifikasian status tenaga kerja juga berkaitan dengan sistem 

pembayaran yang ditetapkan pengusaha kepada tenaga kerja. sistem 

pembayaran upah dengan menggunakan timet day rate system lebih banyak 

digunakan dalam praktek. Hal ini disebabkan mudahnya mekanisme 

pembayaran upah tersebut, yaitu berdasarkan perhitungan upah/ jam per hari 

atau per minggu. Sistem pembayaran upah ini menekankan pada standart 

waktu dengan tidak mengaitkan dengan produktifitas dari tenaga keIja. 

Penerimaan UPah tenaga keIja tidak bergantung pada jumlah output yang 

dihasilkan atau prestasi kerja yang dicapai, tetapi bergantung pada besar 

6 Macsoen Ali . Sistem Pengupahan Untuk Pemenuhon Ridun Lank Sebagai Reneksi 
"ubungan Industrial Yang Kondusif, Yuridika, Vol. 14, No. 3, Mei-Juni 1999 : 162-167, 
raku1tas Bukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1999 hal 166 
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kecilnya jam kerja yang dilakukannya atau jumlah kehadirannya7
• Fungsi dari 

lIpah sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi pekerja sesuai 

dengan rasa kemanllsian dan rasa keadilan. Hak pekerja atas upah timbul pada 

saat adanya hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha dan berakhir 

pada saat hubungan kerja tersebut terputus. Dengan kata lain pelaksanaan asas 

"No work no pay" berlaku untuk hal yang berkaitan atas upah. Dalam hal ini 

pengupahan pengusaha kedudukannya lebih tinggi daripada pekerja, sebab 

berkuasa secara ekonomi atas upah yang sangat dibutuhkan oleh pekerja 

beserta keluarganya. 

Upah atau "wages" berarti penghasilan. Penghasilan disamping dapat 

diperoleh dari suatu hubungan anatar pemberi keJja (pengusaha) dan penerima 

kerja (pekeJja) yang diterima dalam bentuk upah, dapat juga penghasilan 

tersebut diperoleh dari jasa perantaraan dengan pihak ke tiga (komisioner). 

Penghasilan yang diperoleh pekerja sebagai kompensasi atas prestasi 

(kewajiban) yang telah diserahkan dalam rangka pemenuhan pelaksanaan 

perjanjian kerja, berkaitan erat dengan model hubungan industrial yang 

Di dalam hal pembayaran upah pada pra1.-teknya dapat dilakukan sebagai 

berikut: 

I. Pembayaran upah berupa uang dilakukan dengan alat pembayaran yang 

sah di Indonesia. Maksudnya bila gaji ditetapkan dalam mata uang asing, 

7 Darwan Prisnt, "Hukum Ketenagakerjaan Indonesia", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2000, 
hai. 355 

• ~;achsoen ali , OR. Cit., hal . 166 
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maka harus dihitung rnenurut kurs pada hari dan tempat pembayaran 

dilakukan. Hal ini sesuai dengan yang terdapat pada pasal 1602 h Kitab 

Undang-undang Hukurn Perdata. 

ii. Dalam hal pembayaran dilak:ukan dalam bentuk-bentuk lain daripada uang, 

dapat dilakukan menurut apa yang diperjanjikan atau perintah majelis, hal 

iill juga seperti apa yang telah tertera pada pasal 1602 i Kitab Undang­

undang Hukum Perdata. 

Cara pembayaran upah yang dilakukan dengan tidak: sesuai dengan apa 

yang terdapat pada pasal 1602 h dan 1602 i adalah dapat dikatakan batal derni 

hukum. Hal tersebut sesuai dengan pasal 1602 j Kitab Undang-undang Hukurn 

Perdata. 

Dengan tidak adanya kewajiban untuk mengembalikan upah yang telah 

diterima pekerja kepada majikan, pekerja tetap berhak: menuntut upah yang 

belum diberikan dan merupakan yang merupakan haknya. Apabila terdapat 

suatu pembatalan pembayaran yang dilakukan pengusaha, pengadilan 

berwenang mengabulkan tuntutan pekerja untuk membuktikan menghukurn 

sampai j umlah yang dianggap adil tetapi paling banyak sampai jumlah uang 

yang rnenurut perhitungannya adalah kerugian yang diderita oleh pekerja9
• 

Hak pekerja untuk meminta sesuatu berdasarkan pasal 1601 1, jo. pasal1602 j 

Kitab Undang-undang Hukurn Perdata, hak tersebut ak:an gugur dengan 

lewatnya waktu 6 (enam) bulan. Sedangkan jika dikarenakan si pengusaha 

mengakhiri hubungan kerjanya dengan maksud untuk menghinadarkan diri 

• Darwan Prinst, OP. Cit .. hal 52 
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dari kewajibannya untuk memenuhi hak-hak pekerja, atau jika hakim 

menyatakan bubamya perjanjian karena alasan-alasan yang dianggap penting 

oleh hakim untuk menentukan hal tersebut, maka berdasarkan pasal 1603 t 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 

Dalam hal upah ditentukan berdasarkan keuntungan yang diperoleh 

pengusaha maka pembayarannya dilakukan setiap kali j umlah itu dapat 

ditetapkan, tetapi paling sedikit dibayarkan setahun sekali, namun ketentuan 

ini dapat diperkecualikan dengan diadakannya peljanjian tertulis atau dengan 

adanya peraturan perusahaan. Hal ini sesuai dengan pasal 1602 n Kitab 

Undang-undang Hukurn Perdata. 

Pada saat dewasa ini rnasalah pengupahan menjadi sangat serius, karena 

menjadi salah satu sebab terjadinya unjuk rasal mogok kerja yang dilakukan 

oleh pekerja, disamping karena danya alasan-alasan lain seperti tidak 

diterimanya hak-hak lainnya yang seharusnya diterima oleh pekelja 

sebagaiman mestinya. 

b. Berhak atas cuti 

Pada Perum Perhutani KPH Jombang pekelja berhak atas istirahat 

mingguan selama I (satu) hari penuh setelah melakukan pekerjaannya selama 

6 (enam) hari terus menerus, dengan perhitungan rata-rata 7 (tujuh) jam kelja 

sehari atau 40 (empat puluh) jam seminggu. Pada hari-hari libur resmii raya 

yang telah ditetapkan pemerintah, mendapatkan hak untuk tidak bekerja 

dengan mendapatkan upah penuh. 
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Disamping adanya hak atas istirahat seperti apa yang terdapat dalam 

uraian diatas, ada juga cuti yang diberikan perusahaan bagi pekeIja kontrak di 

Perum Perhutani KPH Jombang. Di Perum Perhutani KPH Jombang Cuti dan 

izin diberikan dalam bentuk: 

i. Cuti tahunan; 

ii. Cuti sakit; 

iii. Cuti hamiU melahirkan; dan 

iv. ljin 

Pekerja yang telah bekerja selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut 

pada perusahaan, berhak atas cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari keIja 

dengan mendapatkan upah penuh. Pelaksanaan cuti tahunan tersebut pada 

tahun pertama pekerja bekeIja, mengambil cuti tahunan dapat dilaksanakan 

setelahjatuh tempo 1 (satu) tahun keIja. Sedangkan pelaksanaan cuti tahunan 

pada tahun kedua dan seterusnya, mengambil cuti tahunannya boleh diambil 

pada saat timbulnya hak cuti antara tanggal 1 Januari sampai dengan 31 

Desmber. Namun berdasarkan Peraturan perusahaan yang ada di Perum 

Perhutani KPH Jombang bahwa dengan mengingat kepentingan perusahaan 

tanpa merugikan kepentingan pekerja, maka pelaksanaan cuti tahunan ini 

dapat (l.itunda selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai saat 

pekerja berhak alas cuti tahunannya. Dengan begitu setelah 6 (enam bulan) 

bulan tersebut apabila hak cuti tersebut tidak diambil, maka akan gugur 

dengan sendirinya. 
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Setiap pekerja kontrak di Perum Perhutani KPH Jombang mempunyai 

hak untuk cuti karena sakit selama 2 (dua) hari kerja. Pekerja yang sakit lebih 

dari 2 (dua) hari kerja berdasarkan suart dokter tetap berhak atas cuti sakit. 

Namun apabila pekerja tidak masuk kerja melebihi istirahat cuti karena sakit 

yang t~lah dinyatakan oleh dokter tanpa alasan syah, maka hari-hari dimana 

dia tidak masuk dianggap mangkir. 

Untuk pekerja wanita yang hatnil oleh perusahaan diberikan hak untuk 

cuti hatnil menjelang dan sesudah yang bersangkutan melahirkan cuti ini 

diberikan sejumlah 3 (tiga) bulan. Namun apabila terjadi gugur kandungan, 

cuti diberikan selama 1,5 (satu setengah) bulan setelah keguguran. kedua hal 

tersebut selama pengambilan hak cuti tersebut pekerja tetap mendapatkan 

upah. 

Atas permintaan tertulis dari pekerja kepada perusahaan, maka kepada 

pekerja dapat diberikan ijin untuk meninggalkan pekerjaan dengan tetap 

mendapatkan upah, untuk keperluan dan selama: 

a. Pernikahan Pertama, diberikan ijin selama 4 (empat) hari 

b. pernikahan anak! saudara kandung, diberikan ijin selarna 2 (dua) hari 

c. Kematian istrilsuami, anak, orang tua, mertua, dan atau saudara kandung 

pekerja diberikan ijin selama 4 (empat) hari. 

Bila pekerja tertimpa bencana alam, maka lamanya ijin untuk tidak bekerja 

akan diberikan perusahaan dengan mempertimbangkan bencana alam yang 

menimpa pekerja. Perusahaan juga akan memberikan ijin kepada pekelja 

untuk tidak bekerja selama menjalankan kewajiban negara, sesuai dengan 
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Peratur'ln Pemerintah yang berlaku. Sedangkan dalam hal untuk memenuhi 

kewajiban ibadah menurut agamanya, pekerja akan diberikan ijin sesuai 

dengan pennintaan tertulis selama wal,.'tu yang diperlukan dengan ketentuan 

harus mendapatkall persetujuan dari pejabat yang berwenang dan tidak [ebih 

dari 50 (lima puluh) hari kerja dellgan tetap mendapatkan upah dan ijin iill 

hallya boleh dipergullakan I (satu) kali . Untuk hal-hal yang mendadak, 

scpcrti orang tlla , mertua, istril suami , anak atau saudara kandung 

memerlukan kchadiran pekerja melebihi jumlah hari yang diijinkan oleh 

pcrusahaan scpcrti apa yang telah disebulkan di alas, maka pekerja dapat 

meminta ijin untuk tidak bekerja dcngan pengertian bahwa ijin tersebut akan 

dipcrhitungkan dcngan cuti lahunannya dan pal ing la111a 6 (ena111 ) hari kerja. 

c. Berhak alas Perlindungan alaujam inan sosial 

Oalam pelaksanaan pembanguan, pekerja mempunyai peranan dan arti 

penting sebagai suatu unsur penunjang untuk berhasilnya pembangunan 

nasional. Pekerja yang mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan 

merupaka.l pOlellsi untuk meningkatkan produktivitas, sehingga sudah 

sewajarnya apabi la kepada mereka diberikan periindungan pemeliharaan, dan 

pCllgembangan terhadap kesejahteraannya. 

Kebidupan pekerja lidak ada bedanya dengan orang lain, yang setiap saa! 

akan ditimpa berbagai resiko atau peristiwa, baik sengaja maupun tidak 

sengaja. Mcnghadapi resiko itu maka orang mulailah memikirkan berbagai 

cara untuk melilldungi atau dengan kala lain upaya untuk menanggulangi 
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akibal dari resiko yang menllnpa seseorang atau sekelompok orang, 

dikarenakan kesejahteraan tenaga kerja merupakan salah satu pemenuhan 

kebutuhan dan/ atau keperluan yang bers ifat jasl11aniah dan rohaniah, baLk 

selama 'l1aupun di luar hubungan kerja yang seeara langsung dan tidak 

langsling dapal mcmperti nggi produktili tas kcrja. Perlilldungan terhadap 

kesejahteraa ll pekcrja diwujudkall dellgan mellyediakan fasilitas 

kesejahteraall mcmperhatikall kebutuhall tenaga kerja dan kemampuan 

pcngllsaha. Schublillgan dellgan itu maka dalam ketenagakerjaall khususnya 

pada perusilhaan swasta , dikel11ballgkall juga eara penanggulangan sebagai 

upaya 1I1ltuk mdi ndungi pekerja. Cam yang sekarallg illi dikel11bangkan 

d I I ·· . I k ' 10 a a a l.J<lllllnan sos ia tenaga 'erJa . 

Oi da lam pasal 27 ayat (2) Undang-ulldang dasar 1945 disebutkan 

bahwa, tiap-tiap warga negara berhak atas perke~jaan dan penghidupan yang 

layak bagi kcmanusia. Penghidupall yang layak bagi kemanusia ini 

mengalldung makna yang luas dan perlu dijabarkan da lam berbagai bentuk 

perulldang-undangan yang berkatian dengan masalah ketenagakerjaan. 

I'enghidupan yang layak bagi kemanusiaall, sangat berkaitan dengan hak-hak 

asasi atau hak-Itak dasar yang harus dil11iliki oleh seliap warga negara. 

Berdasarkall rumusan tersebut jelas memperlihatkall kepada kila bahwa, 

liap warga nc:gara bukan sc:kcdar nH.:ndapa lkan pc.:kc.: ljaan dc.:m i kdanjutan 

lU Indi arsoro& Mj . Saptcno, Uukul11 Pcrbul"lIh:lII Prrlilldllllgilll l-IukuIII Bagi tenaga kerja 
1);,1:1111 1)1'021"3 111 .laminar! sosial tenaga Kerja. Kumia. Surabaya, 1996, hal. 4S 
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hidupnya. Tetapi Icbih dari itu, pekerja tersebut dapat meningkatkan taraf 

hidup agar dapat hidup layakll . 

Bagi pekcrja yang bekerja kepada orang lain dengan mendapatkan upah 

sebagai balas jasa yang telah ia berikan, hal ini hingga saat ini belum ada 

kreteria yang jdas dan pasti tentang konsep penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan. 

Dcwasa ini masih banyak pekerja yang masih berada dalam posisi yang 

sangat kurang bcruntung, sebab pendapatan yang mereka terima, bila 

dihubungkan (kngan berbagai kcbutuhan pokok yang harus ditanggulangi 

maka hal itu bclunl scpenuhnya Illembantu . Masih banyak pcrusahaan yang 

Illclll pekerjakan tenaga kerja dcngan standar upah minimum yang belum 

dapat memenuhi kebutuhan fisik minimum, dan kebijakan yang terdapat di 

dalam berbagai perundang-undangan belum dapat membawa kemajuan yang 

berarti. 

Sebagailllana seperti yang diatur dalam pasal 10 UU No. 14 tahun 1969, 

pekerjHjuga Illcndapat perlindungan yang meliputi : 

I. Noram keselamatan kerja; 

2. Noram keschatan dan hygiene perusahaan; 

3. Nonna kerja; 

4. Pcmbcrian ganti rugi, perawatan dan rehabilitasi dalam hal kecelakaan 

kerja . 

11 I~id, hal. 43 
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Salah sa tu ca ra untuk meningkatakan kesejahteraan pekerja beserta 

keluarganya adalah melalui program jaminan sosial tenaga kerja yang 

diselenggarabn oleh PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero), yang lebih 

dik.:nal dc:ngan nama PT. JAMSOSTEK (Pcrscro), dengan Illekanisme 

asuransi . Sistc:m jaminan sos ial dcngan meka nislllc asuransi ini dig:makan 

karena sistem tersebut memi liki karakteri stik yang sesuai dengan maksud dan 

tujuan ncgara dalam menyelenggarakan JaJmnan sosial. Oengan 

ditingkatkanllya s i S IL~ 1ll jalllinall sosial mclalui sistcm asurallsi, maka akan 

dapat diwujudka llnya ketentraman dan ketenangan kerja . 

Program .Iallll1l31l Sosial Tenaga Kerja yang merupakan sa lah satu bentuk 

fasilitas yang discdiakan oleh perusahaan dalam Illenjamin terpenuhinya 

kescjahteraan dari pckerja kontrak. Jadi ada upaya untuk melindungi yang 

lemah dari yang kuat, sehingga yang lemah tidak dieksploitasi begitu saja 

ol eh yang kuat, tetapi perku dilindungi . Oi sini hukum harus berperan untuk 

dapat melindungi tenaga kerja dari tindakan sewenang-wenang pihak 

pengusaha yang mempunyai posisi ekonomi serta bargaining yang kuat. 

Upah dan jaminan sosial pada dasamya mampunyai pengertian yang 

berbeda. Upah menyangkut pendapatan pekerja yang dibawa kerumah (take 

home pay) yang merupakan balas jasa langsung atas pemakaian tenaga dan 

pikirall pckc:rja dalalll suatu proses produksi , baik produksi barang maupun 

jasa. Sedangjaminan sosial merupakan bagian dari kesejahteraan sosial yang 

diterimanya sebagai tambahan upah. 
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Di dalam pasal 4 jo. pasal 3 Undang-undang No. 3 tahun 1992 tentang 

Jaminan sosial Tcnaga Kerja telah Mensyaratkan pula bahwa perusahaan 

oalnm rangka I11 cmbcrikan perlindungan kcpada tenaga kerja wajib 

mcnycienggarakan program jaminan sosial tcnaga kcrja. Dan selanjutnya 

ketentllan tcrscbut diatur lebih lanjut dalam pasal 2 ayat (3) Peraturan 

Pcmcrintah RCPllbl ik Indonesia No. 14 tahun 1993 tcntang pcnyelenggaraan 

program jaminan ~os ial tenaga kerja yang menyebutkan: "Pengllsaha yang 

mempckcrjab ll tcnaga kcrj a scbanyak 10 (scpuluh) orang atau lebih atau 

mcmbayar upah paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebulan, 

wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial 

tenaga kerja sebagaimana dimaksud oalam ayat ( I)." 

Pcngcrtian Icnlang jaminan sosial tenaga kerja menurut pasal I ayat (1) 

Undang-undang No. 3 lahun 1992 tantangjaminan sosial lenaga kerja, adalah 

suatu periindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang 

sebagai pengganli sebagaian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan 

pelayanan akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja 

berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil , bersalill, hari tua, dan meningga! dunia. 

Dengan demikian resiko sosial ekonomi yang ditanggung oleh program 

tersebut terbatas saat terjadi peristiwa kecelakaan kerja , sakit, hamil , bersali, 

cacat, hari tlla , dan meninggal dunia, yang mengakibatkan berkurangnya atau 

tcrpulusnya pcnghasilan pekerja dan/ atau mel11butuhkan perawatan l11edis. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tujuan di adakannya program 

jaminan sosial tanaga kerja adalah untuk memberikan ketenangan kerja, 
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meningkatkan disiplin dan prodiktivitas tenaga kerja. Program 1m 

memberikan pcrlindungan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, baik 

dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja, melalui p.ogram 

jaminan sosial tcnaga kerja. Program ini memplInyai beberapa aspek, seperti: 

a. Memberikan perlindungan dasar lIntuk memenuhi kebutuhan hidup 

mil11mal bagi Icnaga kerja beserta keluarganya. 

b. Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan 

tenaga dan plkiran kepada perusahaan tempat mereka bekerja. 

Menurut pendapat Imam Supomo jaminan sosial merupakan embayaran 

yang diterima tenaga kerja dalam hal tenaga kerja di luar kesaIahaannya 

melakukan kcsalahaan, jadi menjamin kepastian pendapatan dalam hal tenaga 

kerja kehilangan lIpah karena alasan di luar kehendaknya l2
. 

Ruang lingkup jaminan sosial tenaga kerja menu rut pasal 4 Undang-

un dang No. J Tahun 1992, yang meliputi: 

I. Jaminan kecelakaan kerja 

2. Jaminan kematian 

3. Jaminan PemcJiharaan kesehatan 

4. Jaminan hari tua. 

Pad a Perum Perhutani KPH Jombang perusahaan memberikan jaminan 

sosial tenaga kcrjanya yang terdiri dari : 

a. Jaminan hari tua (JHT); iuran/ prcmi schesar 5,70% (lima koma tujuh 

puluh perseratus) dari upah, dimana J,70%(tiga koma tujuh puluh 

" Imam Socpomo, Pellg""',,r Hukum Perburuhan, Cet x, Djambatan, Jakarta, 1992, hal . 
I 38(selanjublya disingkat Imam Soepamo I) 
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perseratus) ditanggung perusahaan dan 2% (dua perseratus) ditanggung 

pekerja. 

b. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK); iuranl premi sebesar 0,89% (no I koma 

delapan puluh sembilan perseratus) dari upah dan ditanggung oleh 

perusahaan. 

c. Jaminan Kematian (JK); iuranl premi sebesar 0,30% (no I koma tiga puluh 

perseratus) dari upah dan ditanggung perusahaan. 

Sedangkan untuk pemeliharaan kesehatan di Perum Perhutani KPH 

.10m bang berl ak u bahwa semua biaya kesehatan bagi pekeIja maupun 

keluarga (ayah ibu dan tuga orang anak) ditanggung sepenuhnya oleh 

pe rusahaan, namun untuk biaya rawat inap tergantung juga dari tingkat 

golongan di dalam perusahaan. 

d. Berhak atas Pekerjaan 

Pad a dasamya pengertian pekeIjaan secara umum tidak dijelaskan dalam 

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang KetenagakeIjaan. Pada umunya 

pekerjaan dapat diartikan suatu perbuatan untuk kepentingan pengusaha baik 

langsung maupun tidak langsung dan bertujuan secara terus menerus 

meningkatkan jumlah produksi baik jumlah ataupun mutunyan PekeIjaan 

yang harus dilakukan ialah terutama pekeIjaan yang telah ditetapkan dalam 

perjanjian kerja. 

IJ Imam Soepomo, Aukum Perburuhan Bidang Allbungan Kerj", eet VITI, 1994, hal 84 
(selanjulnya disingkat Imam Soepolno 1I) 
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Di dalam Perum Perhutani KPH Jombang hak ini diatur di dalam hak-hak 

pekerja pada pasal 7 Peraturan Pekerja pelaksana dan Pekerja Kontrak PT. 

Perhutani (Persero). 

1.2 Kewajiban Pekerja Tidak telap 

Pengertian dari kewajiban itu sendiri adalah suatu prestasi baik yang berupa 

bend a atau jasa yang harus dilakukan oleh seseoarng karena kedudukan atau 

statusnya l4 Pada Perum Perhutani KPH Jombang Kewajiban-kewajiban pada 

tanaga kerja tetap pada umunya tidak berbeda dengan kewajiban pada tenaga kerja 

kontrak. Adapun kewajiban pekerja Perum Perhutani KPH Jombang diatur pada 

pasal 9 Peraturan Pekerja Pelaksana dan Pekerja Kontrak PT. Perhutani (Persero), 

yang isinya adalah: 

a. Mematuhi semua pcrturan yang berlaku dalam perusahaan 

Pad a pasal I ayat (1) huruf a Peraturan M::nteri Tenaga Kerja dan 

Koperasi No. 02fMEN/1978, menentukan bahwa peraturan perusahaan, ialah 

suatu peraturan yang dibuat secara tertulis, memuat ketentuan-ketentuan 

tenlang syarat-syarat kerja serta tata tertib perusahaan. 

Perturan majikan atau perturan perusahaan ini dibuat secara sepihak oleh 

pihak pengusaha atau majikan, sehingga pengusaba pada dasamya dapat 

memasukan apa saja yang ia inginkan. Pengusaha juga dapat mencantumkan 

kewajiban pekerja semksimal mungkin dengan hak yang seminimal mungkin 

dan mencantumkan kewajiban pengusaha seminimal mungkin serta hak 

I. Darwan Prinst 0 0, Cil., hal. 23 
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pengusaha semaksimal mungkin. Hal ini oleh undang-undang tidak ada 

larangan selama perturan pemsahaan yang dibuat oleh pengusaha tersebut 

tidak melanggar undang-undang tentang ketertiban umwn, melanggar tata 

sllsila, mclanggar ketentuan perundang-undangan yang sifatnya memaksa atau 

aturan yang tidak boleh dikesampingkan dengan peraturan majikan itu 

memenuhi syarat yang hams dipenuhi yaitu lS
: 

1. Disetujui secara tertulis oleh buruk; 

2. Selernbar lengkap perturan majikan itu dengan curna-cwna oleh atau atas 

nama maj ikan telah diberikan kepada buruh; 

3. Bahwa oleh atau atas nama rnajikan itu telah diserahkan kepada 

Deperternen Perburuhan satu lembar lengkap peraturan majikan tersebut 

yang ditandatangani oleh maj ikan, tersedia dibaca oleh wnwn; 

4. Satu lembar lengkap peraturan majikan itu ditempelkan dan tetap berada 

di tempat yang mudah dapat didatangi buruh, sedapat-dapatnya dalam 

ruang kerja, hingga dapat dibaca dengan tenang. 

Syarat-syarat tersebut sangatlah penting sebagai bukti bagi masing­

masing pihak untuk mengetahui hak dan kewajibannya. Jadi ada bukti tentang 

kesepakatan bersama di antara kedua belah pihak. 

Maksud penempatan di tempat yang mudah didatangi buruh, agar setiap 

waktu bisa dilihat dan dapat rnernenuhinya. 8agi najikan hal tersebut hams 

dipatuhi sesuai dengan kesepakatan jika tidak rnaka hal itu tidak rnempunyai 

rnanfaat. 

., Imam Soepomo I, Op. Cif., hal . 68 
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Menurut pasal I angka 20 Undang-undang No. I3 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, perturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secar 

tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib 

perusahaan. Peraturan perusahaan disusun dengan mempertimbangkan saran 

dan pertimbangan dari wakil pekerjal buruh di perusahaan yang bersangkutan 

sebagaimana ditegaskan oleh pasalllO ayat (1) Undang-undang No. I3 Tahun 

2003 ten tang Ketenagakerjaan. Jadi pekerja berkewaj iban untuk mematuhi 

peraturan tersebut. 

b. Melaksanakan scmua pekerjaan yang ditugaskan oleh perusahaan sesua! 

dengan pedoman dan peraturan yang berlaku dalam perusahaan 

Menurut pasal 1603 huruf b Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

ditegaskan bahwa si pekerja wajib mantaati aturan-aturan tentang hal 

melakukan pekerjaan serta aturan-aturan yang ditunjukan pada perusahaan si 

majika I , yang diberikan kepadanya oleh atau atas nama si majikan rli dalrun 

batas-batas aturan-aturan undang-undang atau perjanjian atau jika tidak ada 

menurut kebiasaan. 

Petunjuk majikan adalah petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh 

pengusaha terutama dimana tenaga kerja diterima untuk melkukan pekerjaan 

dengn upah jangka waktu 16. Halili Toha menulis sebagai berikut: Kewajiban 

terpenting dari buruh ialah melakukan pekerjaan menurut petunjuk majikan
17

. 

Pekerja yang melkukan pekeJja dengan tidak mengikuti petunjuk atau perintah 

16 Imam Soepomo II , On. Cit., hal . 81-82 
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dari dari pengusaha dapat diartikan pekerjaan tersebut melakukan penolakan 

atas perinlah dari pengusaha dapal diartikan pekerja lersebul melakukan 

penolakkan atas perintah dari pengusaha adalah melnggar perjanjian dan 

karena itu adalah tidak sah menurut pasal 1603 huruf v Kitab Undang-undaug 

Hukum Perdata dapal dijadikan dasar oleh pengusaha untuk memutuskan 

hubungan kerja. 

c. Bertanggung jawab atas semua pekerjaan yang ditugaskan oleh pimpinan 

Pekerja mempunyal kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan 

diperintahkan oleh pihak pengusaba. Pekerja tidak berhak untuk melimpahkan 

pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya kepada orang lain 

sebagai penggantinya. Jika terjadi dimana pekerja tidak badir dan 

mengirimkan penggantinya untuk menggantikannya melaksanakan 

pekerjaajnnj'a, pengusaba tidak wajib menerima pengganti tersebut. Apabila 

pengganti itu diterima oleh pibak pengusaha, maka pekerja yang bersangkutan 

tetap bertanggung jawab atas tindakan pihak penggantinya karena hubungan 

kerja antara pekerja dan pengusaba tetap masib ada. 

Hal tersebut sesuai dengan pasal 1603 huuruf a kitab Undang-undang 

bukum Perdata pekerja diwajibkan sendiri melakukan pekerjaannya; tak 

bolehlah ia, selain dengan seizin si majikan dalam melakukan pekerjaanya itu 

digantik2n oleh orang ketiga. 

17 Halil Toha et. al ., Hubung.n kerja Antara Majikan dan Buruh. Rineka Cipta, 1991, hal . 53-
55 
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2. Sistcm Pcngupahan 8agi Pckerja Tidak Tctap 

Perjanjian kerja yang dilakukan antara pekerja dengan pengusaha, 

menimbulkan adanya hubungan kerja antara kedua belah pihak tersebut. Di 

adal'lm perjanjian tersebut dimana pekerja menyatakan kesanggupannya untuk 

beke;ja dengan menerima upah dan di sisi lain pengusaha menyatakan 

kesanggupannya untuk mempekerjakan pekerja dengan membayar upah. 

Setiap pekerja berhak atas imbalan jasa dari perusahaan yang berupa upah 

berdasarkan peraturan perusahaan yang mengatur tentang pengupahan. 

Perusahaan mempunyai sistem pengupahan yang disesuiakan dengan fungsi atau 

jabatan serta tuga masing-masing pekerja. Sistem pengupahan tersebut diatur 

perusahaan agar: 

a. Menjamin agar setiap pekerja mendapat imbalan jasa yang sesuai dengan 

pengetahuanl pengalamanl skill dan tanggung jawab yang dipercayakan 

kepadanya. 

b. Memberikan imbalan jasa yang sesuaJ kepada yang dapat menunjukkan 

prestasi k !rja yang luar biasa. 

Sistem pengupahan yang berlaku di Perum Perhutani KPH Jombang bagi 

pekerja kontrak adalah sistem upah jangka waktu, yaitu upah bulanan. Penerimaan 

pembayaran upah setiap akhir bulan dengan memperhatikan ketidakhadiran 

pckerja tanpa alasanl mangkir. Besamya upah ditetapkan oleh perusahaan 

berdasarkan golongan atau tingkatan pekerja dengan mempertibangkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Untuk upah pokok terendah di Perum 

Perhutani KPH Jombang disesuaikan dengan upah minimum regional, yaitu 
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sebesar Rp. 445.000,- (em pat ratus empat puluh lima ribu rupiah). Hal ini sesuai 

riengan Keputusan Gubemur Jawa Timur nomor 1 8812631KPTS/013/2004 tentang 

Penetapan Upah Minimum Kebupatenl Kota di Jawa Timur Tahun 2005. 

Kerja lembur merupakan waktu dimana seorang pekerja melebihi dari waktu 

yang berlaku baginya (waktu kerja sesuai dalam pe~anjian kerja) atau pada hari­

hari libur resmi. Hal ini te~adi meskipun perusahaan telah berusaha untuk 

memberikan waktu istilahat yang cukup bagi pekerja dan demi efesiensi 

perusahaan, dengan sedapat mungkin dihindarkan terjadunya ke~a lembur dan 

hanya diadakan apabila benar-benar diperlukan dengan memeperhatikan instruksi 

pimpinan. Namun bilamana perusahaan memerlukan, maka setiap peke~a 

bersedia melakukan ke~a lembur yang dimaksud dan diberikan upah lembur yang 

ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam perusahaan. 

Perusahaan juga tetap memberikan upah sepenuhnya bagi peke~a yang 

tengah mengambil cuti tahunan, cuti sakit, cuti hamill melahirkan, dan ijin sesuai 

dengan peraturan perusahaan yang berlaku. 

Sedangkan bagi peke~a tidak tetap selain tenaga keja kontak atau peke~a 

yang tidak terikat dengan peruhatani, yaitu Peke~a Borongan dan Pekeda pos 

tunggal mandiri . Bagi pekeda borongan diupah dengan anggaran biaya pada 

bidang pekedaannya. Sedangkan untuk pos tunggal mandiri diupah dari pos 

anggaran keamanan. Dan diberikan setiap akhir bulan, besamya sesuai dengan 

tugas dan wewenangnya, serta sesuai dengan UMR. Namun keduanya tidak boleb 

menuntut untuk diangkat sebagai pekerja lelap diperusahaan. 
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Semua itu telah sesuai dengan pasal 88 ayat (1) Undang-undang No. 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana pekerjaJ buruh berhak memperoleh 

penghasilan yang memenubi pengbidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dan juga 

sesuai dengan rasal 90 ayat (l ) Undang-undang No. 13 Tabun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, yang meiarang pengusaba untuk membayar upab lebib rendah 

dariupab minimum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 89 Undang-undang 

No. 13 Tabun 2003 ten tang Ketenagakerjaan. 
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I. KcsimJlulan 

BABlV 

PENUTUP 

Setelah melakukan pengaj iann dan pembahasan pennasalahan di atas, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

I. Bentuk hubungan kerja yang limbul adanya perjanjian kelja di perusahaan 

adalah hubungan kerja yang ditandai dengan adanya peljanjian tertulis anatara 

perusahaan dengan pekelja. Perjanjian itu juga merupakan suatu pedoman 

bagi perus~haan dan pekelja, di samping adanya suatu peraturan perusahaan. 

Dimana peraturan perusahaan dan perjanjian kerja tersebut isi secara garis 

besarnya mengatur dan menjelaskan hak'-hak dan kewajiban-kewajiban 

masing-masing pihak dengan tujuan agar tercapai suatu hubungan kerja yang 

baik dan harmonis antara perusahaan dan pekelja sesuai dengan perturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

2. Sistem pengupahan yang ada di Perum Perhutani KPH Jombang bagi pekelja 

adalah sistem pengupahan buJanan , yang diberikan setiap akhir bulan dengan 

memperhatiakan ketidak hadiran pekelja tanpa alasanl mangkir. Untuk pekerja 

tidak tetap yang tunduk dibawah perjanjian kerja yang dibuat setiap 6 (enam) 

bulan sekali o)eh pekerja dengan Perum Perhutani KPH Jombang, ketidak 

hadiran pekerja dengan alasan yang jelas (culi dan ij in) telap mendapat upah 

dari perusahaan. Scdangkan bagi pekerja yang tidak terika! kontrak Perum 

Perhutani KPH Jombang, dan hanya berdasarkan surat pernyataan bahwa mau 

43 
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bekerja di Perum Perbutani KPH Jombang dengan syarat tidak menuntut 

untuk diangkat menjadi pekeIja tetap, tidak terdapat adanya bak cuti dan ijin. 

Sebingga bisa dikatakan hampir sarna dengan dihitung berdasarkan hari keIja 

pekerja. Sedangkan untuk Jaminan Sosial Tenaga KeIja dan Tunjangan 

Kesejahteraan tidaklah semua pekerja tidak tetap di Perum Perhutani KPH 

Jombang mendapatkan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Tunjangan 

kesejabteraan. Pekerja tidak tetap yang berada dibawab kontrak perjanjian 

kerja mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja dan tunjangan kesejabteraan. 

Sedangkan bagi pekeIja borongan dan pekeIja pos tunggal mandiri tidak 

mendapatkan jaminan sosial tenaga keIja dan tunjangan kesejabteraan, apabila 

terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti kecelakaan keIja, maka pekeIja 

borongan dan pekerja pos tunggal mandiri hanya diberi uang sumbangan dari 

perusahaan berdasarkan kebijakan pimpinan Perum Perhutani KPH Jombang. 

2. Saran 

Berdasarkan uraian yang telab dikemukakan di atas, maka penulis dapat 

mengemukakan saran demi perbaikan dan pengembangan di Perum Perhutani 

KPH Jombang, adalah sebagai berikut: 

I. Bentuk hubungan kerja bagi pekeIja tidak tetap seharusnya semuanya 

dituangkan dalarn suatu peIjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah 

pihak, sehingga tidak merugikan kedua belah pihak. Hal ini disebabkan 

apabila hanya dituangkan dalarn bentuk surat pemyataan saja, bisa berarti 

pekerja tersebut secara sukarela melakukan pekeIjaannya tanpa adanya 

\ 

\ 
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kewajiban bagi pihak pengusaha apabila di dalam melakukan pekerjaannya 

seorang pekerja mengalami kecelakaan. Disamping itu hak-hak lainnya bagi 

pekerja akanlebih terlindungi. 

2. Semestinya bagi pekerja tidak tetap selain tenaga kerja kontrak juga perlu 

diberikan perlindungan jaminan tenaga kerja, sehingga apabila te~adi 

kecelakaan kerja bagi pekeIja borong atau pekerja pos tunggal mandiri ada 

yang menanggung. Sehingga, mereka dapat bekeIja dengan sepenuh hati dan 

tenang, serta lebih bersemangat. 
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JI. Gatot Subroto. Senayan, P.O. Box 19/Jkwb 
Jakarta Pusat (10270) 

KEPUTUSAN DIREKSI PT. PERHUTANI (Persero) 
Nomor 675 jKptsjDirj2002 

Tentang 

PERATURAN PEKERJA PELAKSANA DAN PEKERJA KONTRAK 
PT. PERHUTANI (Persero) 

Menimbang 

Mengingat 

a. Sahwa PT. Perhutani (Persero) sebagai Sadan Usaha Milik 
Negara (SUMN) dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh 
tenaga Pekerja Pelaksana dan Pekerja Kontrak . 

b. Sahwa pada tanggal 16 Januari 1995 telah ditetapkan 
Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor : 065/ Kpts/ Dir/ 
1995 tentang Peraturan Pekerja Harian dan Pekerja Kontrak 
Perum Perhutani yang isinya perlu dilakukan .perbaikan dan 
penyernpurnilan sesuai dengan perubahan kebijakan 
manajemen. 

c. Sahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu 
mengatur i:embali Pekerja Pelaksana dan Pekerja Kontrak PT. 
Perhutani. (Persero) 

1. Undang - unclang No. 19 Prp tahun 1960; 
2. Undang - Undang No. 25 tahun 1997: 
3. Peraturan Pemerintah NO. 12 tahun 1998; 
4. Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2001; 
5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 03/ Men/ 1994; . 
6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Kep-150/Men/2000; 
7. Keputusan Menteri Keuangan No. 193/KMK.05/2001; 
8. Keputusan Direksi Perum Perhutani No. 0700/Kpts/Dir/1998; 
9. Keputusan Direksi Perum Perhutani No. 720/ Kpts/Dir/ 1998; 
10 Keputusan Dire.k~·. i Penlm Perhutani No. 035/ Kpts/Dirj 1999; 
11 Keputusan Direksi Perum Perhutani No. 828a/ Kpts/Dir/ 1999; 
12 Ke'Jutusan Direksi Perum Perhutani No. 828b/ Kpts/Dir/ 1999; 
13 Keputusan Direksi Perum Perhutani No. 277/ Kpts/ Dir/ 2000; 

I ~ 14 I<eputusan Direksi PT, Perhutani ,(Persero) No. 200/ Kpts/Dir/ 
V 2002; 

Peraluran Pekerja Pelaksana dan Pekerja <onlrak. 
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PT. I'ERHUTANI (PERSERO) 

Nomor: 675/ Kpts/ Dir/ 2002 

MEMUTUSKAN 

Mencabut Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor: 065/ Kpts/ Dir/ 1995 
tanggal 16 Januari 1995 tentang Peraturan Pekerja Harian dan 
Pekerja Kontrak Perum Perhutani. 

Menetapkan PERATURAN PEKf:RJA PELAKSANA DAN PEKERJA KONTRAK 
PT PERHUTANI (PERSERO). 

BAB I 

I<ETENTUAN UMUM 

1. PT. Perhutani (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara didirikan berdasarkan Peraturan 
Pemerintah No. 14 Tahun 2001, Yang mempunyai tugas untuk menyediakan pelayanan bagi 
kemanfaatan umum dan sekaligus memUr'.'K keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan 
Perusahaan. 

2. PT. Perhutani (Persero) dalam melakukan kegiatannya memerlukan tenaga kerja baik tenaga 
kerja organik maupun non organik. 

3. Perusahaan menyadari pentingnya pembinaan hubungan kerja antara Perusahaan dengan 
segenap Pekerja sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan dibidang 
ketenagakerjaan. 

4. Peraturan Pekerja PT. Perhutani (Persero) ini memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan 
dengan Pekerja dalam rangka : 
a. Membina hubungan kerja yang harmonis; 
b. Mewujudkan perlindungan dan ketentraman serta ketenangan kerja; 
c. Meningkatkan produktivitas dan produksi serta meninykatkan kesejahteraan Pekerja. 

5. Peraturan Pekerja PT. Perhutzni (Persero) mengatur tentang Persyaratan Pekerja, tata tertib 
kerja dan ketentuan-ketentuan lain ydng mengatur hak dan kewajiban secara timbal balik 
antara Perusahaan dan PeKerja. 

6. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Pekerja PT. Perhutani (Persero) ini atau 
karena satu dan la in hal perlu untuk me:1gadakan perubahan maka hal tersebut akan diatur 
lebih lanjut. 

Pasall 
ISTILAH - ISTILAH 

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 
1. Perusahaan adalah PertJsahaan Perseroan Terbatas Perhutani (Persero) yang didirikan atas 

dasar PP No: 14 Tahun 2001. 
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2. Tenaga kerja adalah seticp orang yang mampu melakukan pekerjaan, gunct menghasilkan 
jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dan masyarakat. 

3. Tenaga kerja organik adalah tenaga kerja yang bekerja pada Perusahaan secara teratur 
dan secara organisatoris terikat dalam c.rganisasi Peru5ahaan dan mempunyai tugas pokok 
dalam organisasi perLisahaan. 

4. Tenaga kerja non organik adalah tenaga kerja yang bekerja pada Perusahaan secara 
tidak teratur dan secara or9anisatoris tidak terikat dalam struktur organisasi perusahaan, 
dan bertugas membantu tenilga kerja organik. 

5. Pekerja adalah tenaga kerja yang terdiri dari Pekerja Pelaksana dan Pekerja Kontrak yang 
bekerja pada perusahaan dengan mendapat upah. 

6. Pekerja Pelaksana adalah tenaga kerja yang bckerja pada perusahaan untuk melakukan 
pekerjaan tertentu dan dapat berubah-ubah dalam hal waktu maupun volume pekerjaan 
yang pengangkatannya ditetapkan dengan Surat Keputusan. . 

7. Pekerja Kontrak adalah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan untuk melakukan 
pekerjaan tertentu dan dapat berubah-ubah dalam hal waktu maupun volume pekerjaan 
yang didasarkan atas surat perjanjian atau kontrak ke:ja. 

8. Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dalam bentuk uang dari perusahaan 
kepada Pekerja untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. 

9. Perjanjian Kerja adalah suatu perjanjian antara Pekerja dan Perusahaan secara lisan dan 
atau tertulis, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat 
syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. 

10. Pekerjaan teknis operasional adalilh pekerjaan Fisik yang berkaitan dengan proses 
pengelolaan Sumberdaya Hutan dan usaha lainnya. 

11. Pekerjaan Ketatausahaan adalah pekerjaan yang berkaitan dengan administrasi sebagai 
penunjang pekerjaan teknis operasional. 

12. Hari kerja adalah jangka waktu kerja dari pukul 06.00 pagi sampai dengan pukul 06.00 
pagi berikutnya. 

13. Jam Kerja adalah jam-jam yang ditetapkan olch perusahaan bagi pekerja untuk berada 
ditempat kerja dan melakukan pekerjaan sesuai dengan bidang tugasnya. 

14. Kerja gilirar (Shift) adalah jangka waktu Pekerja bekerja menurut jadwal kerja yang 
teratur secara bergilir. 

15. I(erja lembur adalah kerja yang dija:ankan lebih dari 8 (delapan) jam sehari atau lebih dari 
40 (empat puluh) jam seminggu. 

16. Keluarga adalah istri/ suami yang sah berdasarkan surat nikah dan anak-anak yang 
men]iloi tanggungan pekerja, yang didaftarkan pada perusahaan. 

17. Ahli waris adalah janda/ duda, anak, dan keluarga sedarah yang terdaftar pada 
peru!'ahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 

18. Masa kerja adalah jangka waktu bekerja pad a perusahaan bagi seorang pekerja sejak 
pekerja memulai hubungan kerja dengan perusahaan. 

19. RPKH adalah Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan PT. Perhutani (Persero). 
20. RTT adalah RencClna Teknik Tahunan PT Perhutani (Persero) 
21. RKAP adalah Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT. Perhutani (Perscro). 
22. Bagan Kerja adalah Rencalla yc.ng memuat Kegiatan-kegiatan Pemanfaatan Hutan yang 

belum d ita~a dengan berpegangan kepada asas kelestarian. 
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P3sal 2 
RUArI'G LINGKUP 

Peraturan tnt hanya mengatur ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Pekerja 
Pelaksana dan Pekerja Kontrak, yang selanjutnya disebut dengan PEKERJA. 

BAB II 
I,EDUDUKAN, TUGAS DAN PERANAN PEKERJA DALAM PERUSAHAAN 

Pasal3 
KEDUDUKAN 

Kedudukan pekerja dalilm organisasi Perusahaar. adalah tenaga kerja non organik, yaitu Pekerja 
diluar formasi tenaga kerja organik yang telah ditetapkan. 

Pasal4 
TUGAS 

Tugas Pekerja adalah membantu pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh tenagi:l kerja 
organik atau tugas-tugils lain yang karenil sifat dan volume pekerjaannya perlu ditangani oleh 
tenaga kerja non organik. 

Pasal5 
PERANAN 

Pekerja kedudukannya sebagai tenaga kerja non organik, merupakan bagian dari sumberdaya 
manusia (SDM) Perusahaan yang berperan dalam mendukung tujuan Perusahaan melalui 
penanganan pekerjaan sesuai dengan staf1dar prestasi yang telah ditetapkan. 

BAB III 
HAK DAN KEWAJIBAN 

Pasal 6 
HAK-HAK PERUSAHAAN 

Hak perusahaan hubungannya dengan pekerja: 
a. Menetapkan Peraturan/ Pedoman yang berkaitan dengan Pekerja. 
b. Menugaskan Pckerja pada bidang-bidang pekerjaan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan 

dan standar prestasi yang telah ditentukan. 
c. Melakukan pengadaan, pembinaan dan pengembangan Pekerja. 

i- d. Melakukan pemutusan hubungan kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
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Pasal7 
HAK-HAK PEKERJA 

Hak Pekerja dalam. Perus,lhaan sebagai tenaga kerja non organik: 
a. Mendapat pekerjaan sesuai dengan penugasannya. 
b. Mendapatkan upah, cuti, jaminan sosial dan kesejahteraan la innya sesuai dengan peraturan 

yang berlaku. 
c. Mendapatkan perlindungan dalam Perusahaan. 

Pasal8 
KEWAJIBAN PERUSAHAAN 

Sesuai dengan peran dan kedudukannya, Perusahaan berkewajiban untuk : 
a. Memberikan tugas-tugas sesuai dengan kebutuhan Perusahaan dengan mempertimbangkan 

kecakapan, kemampuan dan standar prestasi kerjiJ. 
b. Memberikan upah, cuti, jaminan sosial dan kese:jahteraan lainya sesuai dengan peraturan 

yang berlaku. 
c. Memberikan perlindungan terhadap Pekel ja sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Pasal9 
KEWAJIBAN PEKERJA 

Sesuai dengan kedudukan, tugas dan perannya dalam Perusahaan Pekerja berkewajiban untuk : 
a. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dalarn Perusahaan. 
b. Melaksanakan semua pekerjaan yang ditlJgaskan oleh Perusahaan sesuai dengan pedoman 

dan peraturan yang berlaku dalam Peru~;ahaan. 
1:. Bertanggung jawab atas semua pekerjaan 'lang ditugaskan oleh pimpinan. 

OAR IV 
PENGGOLONGAN PEKERJA SElnA SIFAT DAN JENIS PEKERJAAN 

Pasal 10 
PENGGOLONGAN PEKERJA 

1. PekerJa yang diatur dalam peraturan ini digolongkall menjadi : 
a. Pekerja Pelaksana yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan . 
b. Pekerja Kontrak yang diletapkan berdasar'<an Perjanjian Kerja atau Kontrak Kerja. 

2. Perjanjian kerja yang dimaksud da lan~ ayat 1 (b) sekurang-kurangnya memuat 
Nama Pekerja 
Alamat 
Jenis kelamin 
Macam pe:kerjaCln 
Besarnya upah 
Jangka waktu perjanjian 
Hak dan kewajiban 
Sangsi 
Tempat tanggal perjanj ian kontrak kerja dan tanda tangan kedua belah pihak. 

Peraturan Peker;a Pelaksana dan Pekerja Kontrak. :; 
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3. Penggolongan sebagaimana disebutkan pacta ayat (1) tersebut diatas berpengaruh terhadap 
jenis hak-hak yang diterima oleh pekelja. 

Pasalll 
SIFAT DAN JENIS PEKERJAAN 

Berdasarkan sifatnya, pekerjaan yang ditangani oleh Pekerja adalah : 
a. Teknis operasional, yaitu pekerjaan yang berkaitan langsung dengan proses pengelolaan 

Sumber Oaya Hutan dan Kegiatan Usaha lainnya. 
b. Ketatausahaan, yaitu segala bentuk pekerjaan administrasi yang mendukung pekerjaan 

dalam pengelolaan Sumber Daya Hutan dan Kegiatan Usaha lainnya. 

BABV 
PERSYARATAN PEKERJA 

. Pasal12 
PERSYARATAN PEKERJA KONTRAK 

Syarat - syarat Tenaga Kerja untuk menjadi Pekerja Kontrak pada perllsahaan : 
a. Warga negara Indonesia 
b. Berkelakuan baik yang dinyatakan oleh pejabat yang berwenang (POLRI). 
c. Memiliki ijazah sekolah (SMP, SMU) yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang. 
d. Berumur minimal 18 (delapan belas) tahun dan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) tahun 

pada saat melakukan hllbungan kerja pertama. 
e. Memiliki ketrampilan kerja sesuai dengan kebutuhan. 
f. Sanggup mentaati semua peraturall yang berlaku dalam perusahaan . 
g. Berbadan sehat yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter. 
h. Lulu5 seleksi yang diadakan oleh perusahaan (Puslatbang SDM/ Biro Renbang/ Pusbang 

SOH/ KPH/ KPE/ IPKJ/ Unit kerja lain). 
i. Mendapat persetujuan Oireksi 
j. Menandatangani perjanjian kerja atuu kontrak kerja 

P"sa113 
PERSYARATAN PEKERJA PELAKSANA 

Syarat - syarat Tenaga Kerja rnenjadi Pekerja Pelaksana : 
a. Warga negara Indonesia 
b. Berkelakuan baik yang dinyatakan oleh pejabat yang berwenang (POLRI). 
c. Memiliki ijazah (SO, SMP, SML') yar.g dikeluukun oleh pejabat yang berwenang. 
d. Menjc;di Pekerja Kontrak sekurcng - kurangnya 5 tahun. 
e. Berumur minimal 23 (dua pullih tiga) tahun dan tidak lebih dari 50 (lima puluh) tahun 

pada saat diangkat menjiJdi Pekeljll F·elaksana. 
f. Memiliki ketrampilan kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 
g. Berbadan sehat yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter. 
h. Sanggup mentaati semua peraturan yanQ berlaku dalam perusahaan. 
i. Lulus seleksi yang diild;:\kiln oleh pcrusal13an (Unit/ Direksi). 
j . Mendapat persetujuan Direksi. 
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EAB VI 
PERHITUNGAN, PENGADAAN, DAN PENEMPATAN 

?a5al 14 
PERHITUNGAN KEBUTUHAN PEKERJA 

1. Untuk melakukan pengadaan Pekerja Pelaksana didahului dengan proses perhitungan 
kebutuhan sebagai berikut : 
a. Perusahaan menghitung volume beban kerja minimum untuk jangka waktu 5 tahun 

berdasarkan buku RPKH/ Bagan Kerja/ Rencana kerja yang lain. 
b. Atas dasar perhitungan volume beban kerja minimum sebagaimana tersebut ayat (1) 

huruf a. diatas dan standard presttlsi kerja yang telah ditetapkan dapat dihitung jumlah 
kebutuhan Pekerja Pelaksana ulltuk jangka waktu lima tahun. 

2. Pengadaan Pekerja Kontrak harus melalui proses perhitungan 'sebagai berikut : 
a. Perhitungan kenaikan volume beban kerja tahunan diatas volume beban kerja minimum 

selama lima tahun, sebagaimana telah dihitung tersebut ayat (1) huruf a diatas 
berdasarkan RTT, atau RKAP. 

b. Atas dasar perhitungan kenaikan volume beban kerja tahunan tersebut ayat (2) huruf a. 
dan standa~ prcstasi kerja yang telah ditetapkan dapat dihitung jumlah kebutuhan 
Pekerja Kontrak untui< jangka waktu 1 (satu) tahun. 

3. Jumlah Kebutuhan Pekerja Pelaksana dihitung olell : 
a. Administratur, bagi pekerja yang akan dipekc!jakan pada wilayah kerja KPH/KPE/IPKJ/ 

Unit Kerja la in. 
b. Ke;Jala Biro Perencanaan dan Pengembangan Perusahaan, bagi Pekerja yang akan 

dipekerjakan di SPH dan Kantor Biro Perencanaan. 
c. Kepala Biro SDM dan Umum bagi Pekerja yang akan dipekerjakan di kantor Unit (selain 

Biro Perencanaan) dan proyek-proyek khusus dibawah kantor unit, berdasarkan 
rekomendaisi Kepala Biro terkait. 

d. Kapuslatbang SDM bagi Pekerja yang akan dipekerjakan di Puslatbang SDM. 
c. Kapusbang SDH bagi pekerja yang akan dipekerjakan di Pusbang SDH. 

4. Jumlah kebutuhan yang telah dihitung sebagaimana disebutkan ayat 3 diatas selanjutnya 
diperiksa oleh Kepala Biro terkait atas nama Kepilla Unit atau Kepala Divisi Perencanaan dan 
Pengembangan Perusahaan 

5. Perhitungan yang telah diperiksa perlu diperiksa ulang oleh Kepala Divisi terkait. 
6. Jumlah kebutuhan Pekerja seluruhnya diusulkan ke Direksi, seteldh dikoreksi oleh Kepala 

Divisi Oranisasi dan SDM disyahkan oleh Direktur Umum. 

Pasal 15 
PENGADAAN PEKERJA 

1. Pengadaan Pekerja Pelaksana dapat dilakukan apabila : 
a. Adanya Pemutusan Hubungan Kerja Pekerja Pelaksana. 
b. Perubahan status Pekerja Pelaksana menjadi Tenaga Kerja Organik. 

2. Berdasarkan jumlah kebutuhan pekerja, untuk kepentingan pengadaan Pekerja dilakukan 
test atau seleksi penerimaan . 
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3. Seleksi penerimaan pekerja kontrak dilaksanakan oleh : 
a. Administratur, bagi pekerja yang akiln dipekerjakan pad a wilayah kerja KPH/KPE/IPKJ/ 

Unit Kerja lain. 
b. Kepala Biro Perencanaan dan Pengembangan Perusahaan, bagi Pekerja yang akan 

dipekerjakan di SPH dan Kantor Biro Perencanaan dan Pengembangan. 
c. Kepala Biro SDM & Umum bagi Pekerja yang akan dipekerjakan di kantor Unit dan unit 

kerja lain dibawah I<antor unit, berdasarkan rekomendasi Kepala Biro terkait masing· 
rnasing. 

d. Kepuslatbang SDt-1 bagi Pekerja yang akan dipekerjakan di Puslatbang SDM. 
e. Kepala Pusbang SDH bagi pekerja yang akan dipekerjakan di Pusbang SDH. 
f. Kepala Divisi Organisasi dan SDM basi Pekerja yang akan dipekerjakan di Kantor Direksi. 

4. Seleksi penerimaan Pekerja Pelaksana dilaksanakan oleh : 
a. Kepala Unit c.q . Kepala Biro SDM dan Umum bagi pekerja kontrak di wilayahnya. 
b. Kepala Biro Perencanaan dan Pengembangan Perusahaan bagi pekerja kontrak di kantor 

SPH dan Biro Renbang Perusahaan . 
c. Kepala Divisi Organisasi dan SDM bagi pekerja kontrak di kantor Direksi, P3 SDM, 

Pusbang SDH dan unit kC?rja liannya. 
S. Hasil seleksi penerimaan Pekerja dilaporkan kepada Kepala Unit, atau kepada Kepala Divisi 

organisasi dan SDM bagi Pekerja yang akai1 dipekerjakan di P3 SDM, Pusbang SDH dan Biro 
Renbang Perusahaan PT. Perhutani (Persero) dan Unit Kerja lain. 

6. Berdasarkan jurnlah kebutuhan Pekerja dan hasil . proses seleksi, setelah mendapat 
persetujuan Direksi selanjutnya oleh pejabat yang berwenang diterbitkan : 
a. Surat Keputusan Pekerja Pelaksana bagi Pekerja Pelaksana. 
b. Surat Perjaf1jian/Kontrak bagi Pekerja Kontrak. 

7. Pejabat yang bervvenang untuk menerbitkan surat keputusan Pekerja Pelaksana atau 
menandatangani Surat Perjanjian Kontiak adalah : . 
a. Administl 'atur, bagi pekerja yang akan dipekerjakan pada wilayah kerja KPH/KPE/IPKJ/ 

Unit Kerja lain. 
b. Kepala Biro Perellcanaan dan Pengernbangan Perusahaan, bagi Pekerja yang akan 

dipekerjakan di SPH dan Kantor Biro Perencanaal1 Pengernbangan Perusahaan 
c. Kepala Biro SDM dan Umum bagi Pekerja yang akan dipekerjakan di kantor Unit (selain 

Biro Perencanaan) dan proyek-proyek khusus dibawah kantor unit, berdasarkan laporan 
Kepala Biro terkait masing-masing. 

d. Kepala P3 SDM bagi Pekerja yang akal1 dipekerjakan di P3 SDM. 
e. Kapusbang SDH bagi Pekerja yang akan dipekerjakan di Pusbang SDH. 
f. Kepala Divisi Organisasi dan SDM bagi Pekerja yang akan dipekerjakan di lingkup Kantor 

Direksi. 
8. Pekerja Pelaksana dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Perusahaan setelah memiliki masa 

kerja minimal 1 (satu) tahun dalam status Pekerja Pelaksana dengan memperhatikan 
prestasi, disiplin kerja, dedikasi, loyalitas, formasi dan kemampuan Perusahaan. 

Peraluran Pekerja Pelaksana dan Pekerja Konlrak. 
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rasal 16 
PERJANJIAN KERJA 

1. Perjanjian Kerja/Kontrak Kerja bagi PeKerja kontrak diatur selama 2 (dua) tahun, dan 
dapat diperpanjang sekali selama 1 (SiltU) tahun. 

2. Setelah selesai Perjanjian Kerja/Kontrak Kerja seperti ayat (1) , diawali dengan proses 
permoilonan baru. 

Pasal17 
PENEMPATAN PEI(ERJA 

1. Penempatan Pekerja ditetapkan sesuai der,gan a1alisis kebutuhan pekerja. 
2. Penempatan Pekerja ditetapkan oleh p~jobat yang berwenang. 
1 Penempatan Pekerja dilakukan dengan sasaran pendayagunaan sumberdaya manusia secara 

efektif dan efisien . 

BAB VII 
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN. 

Pasal 18 
PELATIHAN 

1. Guna meningkatkan rnutu dan ketrampilan Pekerja, dalam rangka pembinaan, kepada 
Pekerja diberikan kesempatan untuk menambah pengetahuan dan ketrampilan melalui 
program pelatihan . 

2. Program pelatihan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) diberikal1 kepada pekerja yang 
memenuhi persyaratkan yang ditetapkan. 

3. Pelatihan dapat dilaksanakan oleh Pusat Pelatihan dan Pengembangan SDM PT Perhutani 
(Persero) atau KPH/Unit atau lembaga lain atas permintaan Perusahaan, 

4. Jenis dan frekuensi pelatih2r. dilaksanakan berdasarkan kebutuhan Perusahaan. 

Pasal 19 
PENILAIAN KARYA 

1. Penilaian Karya untuk Pekerj'3 dilaksanakan oleh pejabat yang berwcnang dengan mengacu 
kepada Pedoman Penilaian Prestasi Pekerja yang ditetapkan oleh perusahaan. 

2. Penilaian karya Pekerja merupakan salah satu bahan pertimbangan untuk peningkatan 
status Pekerja. 

Pasal 20 
MUTASI PEKERJA 

1. Pada pnnslpnya mutasi ~Pekerja dilaksanakan terbatas dalam lingkup wilayah 
KPH/KPE/IPKJ/Biro Renbang Perusahaan /Kantor Unit / P3 SDM/Pusbang SDH dan Unit Kerja 
lain PT Perhutani (Persero). 
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2. sepanjang untuk kepentingan dinas, pekerja dapat dimutasikan keluar wilayah unit kerja 
dengan ketentuan : 
a. antar KPH dengan persetujuan Kepala Unit. 
b. Antar Unit dengan persetujuan Direksi 

G) Biaya mutasi Pekerja untuk keperluan dinas, dibebankan pada masing-masing Unit kerja. 
4. Bagi Pekerja yang dilimpahkan ke Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan PT. Perhutani 

(Persero) status pekerjanya. menjadi tanggung jawab anak Perusahaan/Perusahaan 
Patungan yang bersangkutan. 

Pasal21 
KARIER 

1. Karier Pekerja merupakan jenjang peningkatan status Pekerja berdasarkan pertimbangan : 
peluang formasi, kebijaksanaan Perusahaar. serta syarat-syarat lain yang ditetapkan 
Perusahaan: 

2. Pekerja yang telah memenuhi syarat dapat ditingkatkan statusnya dengan ketentuan 
sebagai berikut : 
a. Pekerja ' yang bekerja di wilayah KPH/ KPE/ IPKJ/ Unit kerja lain diusulkan oleh 

Administratur dan dinilai oleh Kepala Biro SDfvl dan Umum . 
b. Pekerja ' yang bekerja di wilayah Biro Perencanaan dan Pengembangan Perusahaan 

diusulkan oleh Kepala Seksi Perencc.naan Hutan/ Kepala Seksi Lingkup Kantor Biro 
Perencanaan dan Pengembangan ' Perusahaan dan dinilai oleh Kepala Biro Perencanaan 
dan Pengembangan Perusahaan. 

c. Pekerja yang bckerja di kar"or Unit dan Unit kerja lain dibawah Kantor Unit, diusulkan 
oleh Kepala Biro terkait dan dinilai oleh Kepala Biro SDM dan Umum. 

d. Pekerja yang bekerja di P3 SDM, Pusb2ng SDH, dan Unit Kerja lain PT. Perhutani 
(Perser6) diusulkan oleh masing-masing Pimpinan Unit Kerja dan dinilai oleh Kepala 
Divisi Organisasi dan Sumberdaya Manusia dengan memperhatikan rekomendasi Kepala 
Divisi terkait. 

BAB VIII 
PENGUPAHAN 

Pasal22 
UPAH 

1. Upah Pekerja merupakan imbalan be~upa uilng yang ditentukan berdasarkan status Pekerja 
dan besarnya ditetapkan oleh Perus'Jhaan dengan memperhatikan peraturan perundangan 
yang berlaku. ' 

2. Besarnya Upall pokok b~g; pekerja Pelaksana ditetapkan oleh Perusahaan dengan skala 
upail berdasarkon tingkal pendidikan dan masa kerja dengan memperilatikan ketentuan 
peraturan perundangan yang berlaku 

Peraturc1n Pekerja Pelaksana dan Pekerja Ko?trak. 10 

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERLINDUNGAN HAK-HAK ... INKA SOFFA NURKHOLIQ



PT. PERHUTANI (PERSERO) 

Nomor: 675/Kpts/Dir/2002 

3. Besarnya upah bagi Pekerja Kontrak ditetapkan oleh Perusahaan dan yang dicantumkan 
dalam kontrak kerja dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang 
berlaku. . 

4. Pembayaran upah menurut status Pekerja yang bersangkutan, yakni : 
a. Pekerja Pelaksana dengan sistem pengupahan bulanan, menerima pembayaran upah 

setiap bulan. 
b. Pekerja Kontrak dengan sistem pengupahan bulanan, m'enerima penbayaran upah 

setiap akhir bulan dengan memperhatikan ketidakhadiran Pekerja tanpa alasan/ mangkir. 

Pasal23 
KENAIKAN UPAH 

1. Kenai~an upah pokok pekerja akan diberikan Perusahaan dengan pertimbangan­
pertimbangan sebagai berikut : 
a. Karena kenaikan masa kerja untuk Pekerja Pelaksana. 
b. Karena kebijakan pemerintah. 

2. Besarnya kenaikan upah sebagaimana ayat (1) pasal ini ditetapkan sesuai dengan 
kemampuan Perusahaan. 

Pasal24 
PAJAK 

Perusahaan akari melakukan pengenaan Pajak PenghasiJan dari upah pekerja sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 

BABIX 
JAMINAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN PEKERJA. 

P<1sal 25 
JAMINAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN PEKERJA 

Perusahaan memberikan jaminan sosial dan kesejahteraan Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) yang 
terdiri dari : 
a. Jaminan Han Tua (JHT); Iuran/premi se:b-=sar 5,70 % (lima koma tujuh puluh per seratus) 

dari upah, dill ana 3,70% (tiga koma tujuh puluh per seratus) ditanggung Perusahaan dan 
2% (dua per seratus) ditanggung pekerja. 

b. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK); Iuran/premi sebesar 0,89% (nol koma delapan puluh 
sembilan per seratus) dari upah dan ditanggung oleh Perusahaan . 

C. Jaminan Kematian (JK); !uran/premi sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh per seratus) dari 
upah dan ditanggung Perusahaan. 

PeraturiJn Pekerja PeliJksana dan Pekerja /(ontrak. II 

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERLINDUNGAN HAK-HAK ... INKA SOFFA NURKHOLIQ



PT. PERHUTANI (PERSERO) 

Nomor: 675/Kpts/Dir/2002 

BABX 
WAKTU KERJA DAN KERJA LEMBUR . 

. Pasal 26 
WAKTU KERJA 

1. Bagi Pekerja; hari·hari kerja oerusahaan adalah hari senin sampai dengan hari sabtlJ dengan 
perhitungan rata-rata 7 (tujuh) jarn kerja sehari atau 40 (em pat puluh) jam seminggu. 

2. Pekerja yang dipekerjakan pada bidang pekerjaan yang karena sifat dan kondisinya 
memerlukan pengaturan waktu kerja secara khusus diluar hari kerja da'n jam kerja 
sebagaimana ayat (1), akan diatur tersendiri. 

3. Perusahaan akan melakukan pengawasan dan pencatatan waktu kerja para Pekerja. 

Pasal27 
KERJA LEMBUR 

1. Kerja lembur adalah melaksanakan pekerjaan diluar waktu kerja sebagaimana tercantum . 
pada ~asal 26 ayat (1), kecuali untuk bidang pekerjaan yang karena sifat dan kondisinya 
memerlukan pengaturan waktu kerja secara khusus sebagaimana pasal 26 ayat (2). 

2. Kerja iembur dilaksanakan atas kepentingan Perusahaan yang dinyatakan dalam Surat 
Perintah Kerja lembur yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. 

3. Besarnya Upah lembur ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Perusahaan. 

BAB XI 
TATA TERTIB KERJA DAN DISIPLIN KERJA 

Pasal 28 
TATA TERTIB KERJA 

1. Pekerja berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai dengar, penugasannya serta tugas lain 
yang diberikan oleh Pimpinan dengan memperhatikan ketentuan - ketentuan yang berlaku. 

2. Peraturan disiplin pekerja diatur oleh Keputusan Direksi. 
3. Untuk kepentingan Perusahaan, Pimpinan berhak mengatur pembagian kerja, penugasan 

Pekerja, pemindahan Pekerja dengan memperhatikan kemampuan Pekerja yang 
bersangkutan. 

4. Setiap pemindahan atau penugasan kembali pekerja akan diberitahukan kepada yang 
bersangkutan secara lertulis oleh pejabat yang berwenang. 

5. Selama bekerja untuk Perusahaan, setiap pekerja dilarang bekerja untuk Perusahaan lain 
atau melakukan jenis kegiatan lainnya yang mengganggu jam kerjd Perusahaan kecuali atas 
persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang. 
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1. Perusahaan melakukan pembinaan kepada pl!kerja dengan menegakkan disiplin kerja untuk 
saling menghormClti serta lJenuh pengp.rtian terhadap hak, kewajiban dan tanggung jawab 
antara Perusahaan dengan pekerja. 

2. Pengambilan tindakan disiplin oleh perusahaan dilakukan dengan tujuan untuk membina, 
serta memberikan kesempatCln kepada Pekerja untuk memperbaiki sikap, perilaku d::m 
kesalahannya. 

Pasal30 
LARANGAN 

1. Jenis-jenis larangcln yang berlaku bagi pekerja adalah semua jenis larangan sebagaimana 
yang berlaku bagi pegawai PT. Perhutani (Persero). 

2. Tindakan pekerja yang melanggar ketentuan larangan seperti tersebut ayat (1) , merupakali 
pelanggaran disiplin. 

Pasal31 
TINDAKAN DISIPLIN 

Setiap pelanggaran yang. dilakukan pekerja terhacJap ketentuan-ketentuan dan peraturan 
pekerja, akan dikenakan hukuman disiplin. 

BAS XII 
CUTI DAN IJIN 

Pasal32 
UMUM 

Cuti dan ijin bagi Pekerja diberikan dalam bentuk : 
1. Cuti tahunan, 
2. Cuti sakit, 
3. Cuti hamil / melahirkan, dan 
4. Ijin 

Pasal33 
CUTI TAHUNAN 

1. Pekerja yang telah bekerja selama 12 (dua bel as) bulan, berhak atas cuti tarunan selama 12 
(dua belas) hari kerja dengan mendapat upah penuh . . 

2. Pelaksanaan cuti tahunan diatur sebagai berikut : 
a. Tahun pertama Pekerja bekerja, pengambilan cuti tahunan dapat dilaksanakan setelah 

jatuh tempo 1 (satu) tahun kerja. 
b. Tahun kedua dan seterusnya, pengambilan cuti tahunannya boleh diambil pada saat 

timbulnya hak cuti antara tanggal 1 Januari sid 31 Desember. 
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3. P~laksanaan .cuti tahunan oleh Perusahaan tanpa mengganggu tata tertib pekerjaan pada 
bldang pekelJ~an yang ber~angkutan dengan memperhatikan kepentingan Pekerja. 

4. Dengan rnengmgat kepentmgan Perusahaan tanpa merugikan kepentingan Pekerja maka 
pelaksanaan cuti tahunan ini dapat ditunda selambat-Iambatnya 6 (enam) bulan te~hitung 
mulai saat Pekerja berhak atas cuti tahunilnnya . 

5. Cuti tahunan pada dasarnya dapat dijollankan secara penuh namun dengan mengingat 
kepentingan Perusahaan dan tanpa merugikan Pekerja dengan Perusahaan. 

Pasal34 
cun KARENA SAKIT 

1. Pekerja yang sakit lebih deri 2 (dua) hari kerja berdasarkan surat keterangan dokte~ berhak 
mendapatkan cuti sakit. . 

2. Apabila Pekerja tidak masuk kerja melebihi istirahilt cuti karena sakit yang telah dinyatakan 
oleh dokter tanpa alasan syah, maka hari-hari dimana dia tidak masuk dianggap mangkir. 

Pilsal35 
CUTI HAMIL DAN MELAHIRKAN 

Pekerja wanita berhak untuk mendapatkan cuti dp.ngan upah dari Perusahaan apabila: 
a. Melahirkan, yaitu sebelurn sampai dengan sewdah melahirkan sejumlah 3 (tiga) bulan. 
b. Gugur kandungan, yaitu $elama 1,5 (satu setcngah) bulan setelah keguguran 

Pasal36 
IJIN 

1. Atas permintaan tertulis dilri pekerja, maka kepada pekerja dapat diberikan ijin untuk 
meninggalkan pekerjaan dengan mendapatkan upah, untuk keperluan dan selama : 
a. Pernikahan pertama, selama 4 (emp3t) har; 
b. Pernikahan anak/saudara kandung, selama 2 (dua) hari. 
e. Kematian istri/suami, anak, orang tua, mertua dan atau sauda,a kandung Pekerja 

sel'ama 4 (empat) hari. 
2. Bila Pekerja tertimpa bencana alam, maka lamanya ijin untuk tidak bekerja akan diberikan 

perusahaan dengan mempertimbangkan bencana alam yang menimpa Pekerja. 
3. Perusahailn akan memberikall ijin kepada Pekerja untuk tidak bekerja selama menjalankan 

kewajiban Negara, sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku. 
4. Untuk memenuhi kewajiban ibadah menurut agamanya, Pekerja akan diberikan ijin sesuai 

permintaan tertulis selama waktu yang diperlukan dengan ketentuan harus mendapatkan 
persetujuan dari pejabat yang berwenang dan tidak lebih dari 50 (lima puluh) hari kerja 
dengill1 mendapatkan upah dan hanya boleh dipergunakan 1 (satu) kali. 

5. Untuk hal yang sangat mend adak, seperti orang tua, mertua, istri/suami, anak atau saudara 
kandung mamerlukan kehadiran Pe"erja melebihi jumlah hari yang diijinkan oleh 
perusahaan seperti tersebut ayat (1), maka Pekerja dapat minta ijin untuk tidak bekerja 
dengan pengertlan bahwa ijin tersebu l: akan dipcrhitungkan dengan cuti tahunannya dan 
paling lama 6 (enam) hari kerja. 
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BAB XIII 
UPAH HARI-HARI LIBUR 

Pasal37 
HARI LIBUR 

Hari yang ditetapkan sebagai harilibur adalah : 
a. Hari libur yang ditetapkan Pemerintah, 
b. Hari libur yang ditetapkan Perusahaan. 

Pasal38 
UPAH HARI LIBUR 

1. Pada hari yang ditetapkan sebagai hari libur, Pekerja dibebaskan dari kewajibannya untuk 
bekerja, terkecuali perusahaan memerlukannya, sebagaimana dimungkinkan menu rut 
ketentuan perundangan yang berlaku, Pekerja akan dibayar dengan upah lembur 
sebagaimana diatu~ pad a pasal 2.7 ayat (3). 

2.. Hari libur yang dinyatakan sebagai hdri libur yang dibayar adalah hari libur resmi yang ' 
ditetapkan oleh Pemerintah dan Perusahaan . 

BAB XIV 
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA 

Pasal39 
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA 

1. Pemutusan hubungcin kerja oleh Perusahaan terhadap pekerja dapat dilaksanakan karena : 
a. Permohonan sendiri yang dilakukan secara tertulis. 
b. Kesehatan pekerja yang sudah tidak rnengijinkan lagi untuk bekerja sebagaimana surat 

pernyataan dokter ahli. 
,y c. Telah mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun untuk Pekerja Pelaksana dan 50 (lima 

pullJh) tahun unluk pekerja kontrak . 
d. Meninggal dunia at3u dinyatakan hilanfl oleh yang berwajib 
e. Sebagai akibat dari rasionalisasi dan atau pembubaran Perusahaan. 
f. Diberhentikan oleh Perusahaan sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh 

Pekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
g. Melakukan tindak pidana dan telah diputus oleh pengadilan dengan keputusan yang 

telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 
h. Melakukan suatu perbuatan yang menga '<ibatkan tidak adanya kepercayaan Perusahaan 

terhadap Pekerja dan tidak adanya hubungan yang harmonis antara Perusahaan dengan 
Pekerja. 

i. Berakhirnya masa k)ntrok bagi Pekerja Kentrck. 
j . Pekerja yang melakukan tugas perusahaan kemudian tidak kembali/h ilang, dianggap 

meninggal dunia pad a akhir bulan ~(edua bclas sejak ia dinyatakan hilang, oleh yang 
berwajib atau sampai batas waktu akhir kontrak. 
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2. Perusahaan akan memberikan hak uang pesangon dan uang jasa kepada Pekerja yang 
berhenti/ diberhentikan dengan hormat/ meninggal dunia dan telah memenuhi syarat dapat 
diberikan uang 'pesangon dan uang jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

3. Pekerja tidak berhak mendapat uang pesangon , tetapi hanya mendapat uang jasa apabila 
terjadi pemutusan hubungan kerja karena: 

a. Melakukan tindak indisipliner dengan sengaja dan atau melakukan tindakan yang 
dianggap daoat merugikan perusahaan dan rolasyarakat (kesalahan berat) sebagai 
berikut: 
• Penipuan, pencurian dan penggelapnn barang/ uang milik perusahaan dan teman 

sekerja/orang lain 
• Memberikan keterangan palsu atau dipalsllkan sehingga merugikan perusahaan, 

teman sekerja/orang lain. . 
• Mabok, minum-minuman keras yang memabokan, madat, memakai obat bius atau 

menyalahgunakan obat-obatan terlarang (Narkoba) 
• Melakukan perbuatan asusila atau melakukan perjudian ditempat kerja. 
• Menyerang, mengintimidasi dan atau melakukan pengrusakan kantor/alat kerja. 
• Melakukan penganiayaan kepada teman sekerja/orang lain. 
• Melakukan dan atau membujuk pengusaha, teman sekerja/orang lain untuk 

melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum. 
• Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan atau mencemarkan nama baik 

perusahaan. 
• Diberhentikan tidak dengan hormat sesuai dalam Peraturan Disip!in Pegawai dan 

Pekerja PT. Perhutani (Persero) . 
b. Pekerja yang memutuskan hubungan kerja sebelum jangka waktu kontrak berakhir 

dengan ketentuan: 
• Mengajukan Surat Permohonan Pengunduran diri sebelumnya. 
• Mempert:anggungjawabkan pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan 

4. Setiap pemberhentian/pemutusan hubungan kerja tersebut perlu dibuatkan surat keputusan 
oleh pejabat,yang berwenang sebagaimana pasal 15 ayat (7) . 

S. Ketentuan pemutusan hubungan kerja yang belum diatur dalam pasal ini akan ditetapkan 

lebih lanjut oleh perusahaan. 

Pa~a140 

PEMBERHENTIAN SEMENTARA 

1. Untuk kepentingan peradilan, seseorung Pekerja didakwa telah melakukan sesuatu 
kejahatan/ pelanggaran dan sehubungan dengan itu, oleh pihak berwajib dikenakan 
tahanan sementara, rTIulai sa at penahanannya harus dikenakan pemberhentian :;ement3ra. 

2. Sambil menunggu penyelesaian penyidikar, oleh yang berwenang, Pekerja yang telah 
melakukan pelanggariln, untuk sementaril waktu upah sebesar 50% dari penerimaan upah 

terakhir. 
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Pasal41 
PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

1. Apabila terjadi perselisihan <Jntara Perus~h3an dengan Pekerja maka perselisiha;, tersebut 
akan diselesaikan dengan cara musyawarah. 

2. Apabila dengan cara musyawarah tidak dapat menyelesaikan perselisihan maka Perusahaan' 
akan menyelesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal42 
PESANGON DAN UANG JASA 

1. Pekerja yang dinyatakan berhak atas uang pesangen dan uang jasa sebaya,imana pasal 40 
ayat (2), diatur dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. U P ang esangen 
Masa Kerja Yang dibayarkan 
• Kurang dari satu tahun 1 bulan upah 
• 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun 2 bulan upah 
• 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun 3 bulan upah 
• 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun 4 bulan upah 
• 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun 5 bulan upah 

• 5 tahun atau lebih tet<lpi kurang dari 6 tahun 6 bulan upah 

• Lebih dari 6 tahun 7 bulan upah 
-b Uang ]asa . 

Masa kerja Yang dibayarkan 

• 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun 2 bl,Jlan upah 

• 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun 3 bulan upah 

• 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun 4 bulan u~ah 

• 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun 5 bulan upah 

• 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun 6 bulan upah 

• 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun 7 bulan upah 

'. 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun 8 bulan upah 

• lebih dari 24 tahun 10 bulan upah 

2. Apabila terdapat perubahan peraturan menyangkut uang pesangen dan uang jas3, maka 
besarnya uang pesangon dan uang jasa tersebut mengikuti perubahan peraturan yang 
berlaku. 

3. Yang dimaksud dengan upah untuk dasar pemberian uang pesangon dan uang jasa adalah 
penghasilan terakhir yang diterima pekerja. 

(5) Pekerja yang mengundurkan diri sebelum masa berlakunya kentrak kerja berakhir hanya. 
diberikan 'uang jasa, apabiJa masa kerja minimal 3 (tiga) tahun. 

5. 8agi pekerja yang meninggal dunia atau dinyatakan hilang untuk uang pesangon dan u~ 
jasa diberikan kepada ahli waris. 
~ 
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Pasal43 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

L Dengan dikeluarkannya Peraturan Pekerja PT, Perhutani (Persero) ini, maka seluruh 
paraturan yang bertentangan dengan Peraturan Pekerja PT, Perhutani (Persero) ini 
dinyatakan tidak berlaku , 

2, Peraturan Pekerja PT, Perhutani (Persero) ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, 
dengan ketentuan bahw2 segala se:;uatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana 
mestinya, apabila dikemudiiln hari ternyata terdapat kekeli ruan dalam penetapan ini. 

Ditetapkan di : Jakarta 
PadaTanggal : 20 Nopember 2002 

, , « ~::;i;:'<~~ektur Utama, 
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Salinan Keputusan ini disampaikan kepadaYth : 

.-/ 1. Komisaris Utama PT, Perrlutani (Pesero) 
" 2, Segenap Anggota Direksi PT. Perhutani (Persero) 

3, Kepala Satuan Pengawan Intern PT. Perhutani (Persero) 
4. Kepala Unit I, II dan III PT. Perhutani (Persero) 
S. Segenap Kepala Divisi 
6, Kepala Pusat Pelatihan dan Pengernbangan SDM PT, Perhutani (Persero) 
7. Kepala Biro Renbang Perusahaan PT, Perhutani (Persero) Unit I, II dan III. 
8. Kepala Pusbang SDH PT. Perhutani (Persero) 
9. Kepala Pusbahnas Parung Panjang, 

Peraturan Pekerja Pelaksana dan Pekerja Kontrak. JI! 

" " 
':'I;:. i , 

.. ' ~ ~ 
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PT. PERHUTANI (PERSERO) 
(PERUSAHAAN PERSEROAN PT. PERHUTANI) 
GEDUNG MANGGALA WANABAKTI BLOK VII Lt. 8 - 1t 

JI. Gatel Subrete. Senayan. P.O. Bex 19/Jkwb 

Jakarta Pusat (10270) 

PERJANJIAN KONTRAK KERJA 
NOMOR : 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

1. Nama 
2. Jabatan : Kepala Divisi Oryanisasi dan SDM I Kepala P3SDM I 

Kepala Pusbang SOH! Karo Renbang Perusahaanf 
Karo SDM dan Umum I Adm I Adm IPKJ I Adm.KPE. 

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan PT.Perhutani (Persero), 
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 

2. Nama 
TempaUtanggallahir : 
Jenis Kelamin 
PenC:idikan 
Alamat 

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, untuk selanjutnya disebut PIHAK 
KEDUA. 

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KEDUA menyetujui untuk menerima pekerjaan 
dari PIHAK PERTAMA dengan Status Pek"lrj-a Konlrak yang ditugaskan sebagai...pada 
DivisilP3SDMIBiro/Pusbang SDH/KPHIIPKJIKPE......... . dengan ketentuan sebagai 
bcrikut: 

Pasal1 . 

(1) PIHAK KEDUA akan menerima upah dari PIHAK PERTAMA sebesar RP ..... per bulan 
!ietelah diperhitungkan dari kehadimn dan ketidak hadiran tanpa alasanfmangkir. 

(2) Upah tidak dibayar apabila PIHAK I<EDUA tidak melakukan pekerjaan. 
(3) Pajak penghasilan atas penghasilan PIHAK I<EDUA dibebankan kepada 

PT.Perhutani (Persero), kecuali perusahaan mengatur kembali tentang pajak 
penghasilan tersobut. 

(4) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) PIHAK KEDUA tidak 
diberikan penghasilan atau fasilitas lainnya, kccuali Perusahaan mengatur kembali 
tentang upah dan tunjangan atau hak-hak bagi PIHAK KEDUA. 

Pasal2 
PIHAK KEDUA wajib mentaati ketenluan jam kerja yang telah ditentukan oleh 
Perusahaan. 

Pasal3 
PIHAK KEDUA wajib bekerja/melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya, 
penuh pengabdian, juJur, tertib , bersemangat dan bertanggung jawab untuk kepentingan 
Perusahaan. 
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PT. PERHUTANI (PERSERO) 

Pasal4 
Jangka waktu kontrak ini berlaku terhitung mulai tanggal.. ... . sId .... ... selama 12 (dua 
belas) bulan. 

PasalS 
Penugasan pelaksanakan pekerjaan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Divisi/Kepala 
P3SDMlKepaia Biro/Kepala Pur-bang SDHIKKPH/Adm.IPKJ/Adm.KPE ..... .. lingkup PT. 
Perhutani (Persero). 

Pasal6 
Apabila PIHAK KEDUA oleh karena tugasnya per1u melakukan pe~alanan dinas ke luar 
daerah, mak'l kepada PIHAK KEDUA dapat diberikan Surat Perintah Pe~alanan Dinas 
(SPPD) dengan lumpsum setingkat golongan G. 

Pasal? . 
PIHAK KEDUA berhak memperoleh hak cuti sf'suai dengan ketentuan yang berlaku di 
perusahaan. . 

PasalS 
Apabila PIHAK KEDUA memutuskan hubungan ke~a sebelum jangka waktu kontrak 
berakhir, terlebih dahulu harus ; 
1. mengajukan slJral permohonan pengunduran diri sebulan sebelumnya. 
2. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA. 

Pasal9 
PIHAK KEDUA atau ahli waris PIHAK KEDUA berhak mendapat uang pesangon sesuai 
dengan ketentuan perusahaan apabila; 
(1) Meninggal dunia atau meninggal karena menjal,mkan tugas. 
(2) Hilang dalam menjalankan tugas 
(3) Diberhentikan clengan hormat. 

Pasal10 
PIHAK KEDUA tidak berhak menuntutlmendapat apapun apabila te~adi pemutusan 
hubungan ke~a karena : 
(1) Memutuskan hubungan ke~a sebagaimana pasal 8 pe~anjian kontrak ini. 
(2) Dibatalkan secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA, apabila PIHAK KEDUA telah 

melakukan tinclak indisiplinur dengan sel1gaja dan atau melakukan tindakan yang 
dianggap dapat merugikan pElrusahaan dan masyarakatlkesalahan bera! antara lain: 
a. Penipuan, pencurian dan penggclapan barang/uang milik perusahaan dan teman 

seke~a/orang lain. 
b. Memberikan keterangan palsu atau dipalsukan sehingga merugikan perusahaan, 

teman seke~a/orang lain. 
c. Mabok, minlJm-rninuman keras yclrTg memabokan, mada!, memakai obat bius 

atau menyalahgllnakan obat-:Jbatan terlarang (narkoba). 
d. Melakukan perbua!an asusil<l dan atau melakukan pe~udian ditempat ke~a. 
e. Menyerang, rnengintimidasi dan atau melakukan pengrusakan kantor/alat ke~a , 
f. Melakukan pel1ganiayaan ~epada ternan kerja/orang lain untuk .melakukan 

sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. 
g. Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan atau mencema(kan nama 

baik perusahaan. 
h. Diberhentikan ticlak dengan hormat sesuai dalam Peraturan Disiplin 

pegawailJ:'eke~a PT. Perhutc:n; (Per sera). 

C/ad/slrlkont.k~ 2 
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PT. PERHUTANI (PERSERO) 

Pasal 11 
PIHAK KEDUA akan menerima sangsi Hukuman Disiplin apabila melanggar 
Peraturan Hukuman Dblplin Pegaw<li/Pekerja PT. Perhutani (Persero). 

Pasal 12 
Pihak Penama sepakat dengan Pihak Kedua bahwa kontrak ke~a berakhir sesuai 
dengan jal1gka waktu yang berlaku, dan paling lambat 2 (dual minggu sebelum 
berakhir pihak Pertama secara tertulis memberitahukan diperpanjang atau tidaknya 
kontrak kepada Pihak Kedua 

Pasal 13 
Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA terlebih 
dahulu diselesaikan melalaui musyawarah dan mufakat 

Pasal14 
Pe~anjian Kontrak Ke~a ini dibuat rangkap 2 (dual dan dibubuhi materai cukup 
dengan kekuatan hukum yang sama, untuk masing-masing PIHAK . 

...... .... .... ....... ... . , .. .... .. .. ... ... .. .... .. ... , .. .. . . 

PIHAKKEDUA PIHAK PERTAMA 

( ........... .. .. ...... ... . ) ( .. .. ... .... ....... .... ........ ...... ) 

qad/sk/kontkOlj 3 
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Telepon : 

PT. PERHUTANI (PERSERO) 
(PERUSAHAAN PEf{SEROAN PT. PERHUTANI) 
GeOUNG MANGGALA WANAnAKTI BLOK VII LT. B-ll 

JI. Gatot Subroto. Sen ayan. P.O . Box 19/Jkwb . 
Jakarta Pu sa , (10270) 

Fax. : 5732451,5733616 

5721282 (Hunting) 
Http://www.perhutani.co.id 
E-mail : data@perhutani.co.id 

Nomor 
Lamplran 
Perihal 

Kepada yth, 
.Sdr. 

Di - .......... .. 

................... " ............ . 

: Pemberitahuan . 

Sesuai dengan Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : .. . ; ........ tanggal ..... , dengan 
inl diberitahukan bahwa mengingat kebutuhan tenaga kerja di perusahaan 
kami setiap tahunnya selalu berubah sesuai dengan volume pekerjaan dan 
anggaran yang tersedia, maka ikatan kerja saudara untuk bulan berikutnya 
tidak diperpanjang. 

Apabila dl waktu yang akan datang volume pekerjaan dan tersedia anggaran 
serta diperfukan penambahan tenaga kerja, Saudara dapat mengajukan 
permohonan kembali. 

Demlklan untuk menjadikan maklum dan terimakasih atas kerjasamanya. 

( .. ...................... ) 
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/' PERUM PERHUTANI 
( PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA) 

UNIT II .IAWA TIMUR 
GRAHA PERIHITANI 

Jalan Gen!engk.li No. 49 P.O. ROX. 10% Surobaya 60008 

Telc(loll : (1131) 5433851 - 4 

K:o w:o! : ph!ulliI<hy 

flank : nank Necar. Indonc<i:o 1940 

. 1':00. : (031) 5474173 

nank Mandiri I Cnhnllg SII'.lIIdaYlllli 
Bank Manc..liri I Cabang: .Jcmhat:lll Mcrall 
Rank Rnkya! Indonesill 

Nomor 
Lampiran 
Perihal 

: 1234/011.6/UP/II. 
: 1 berkas. 

Surabaya/ tgl. 20 Oesember 2004 

: Penetapan UMR tho 2005. 

K~pada Yth.: 
1. Segenap Kepala Biro Kantor Unit II. 

Perum Perhutani Unit II Jatim 
Oi Surabaya. 

2. Kepala Biro Renbang Perusahaan 
. Perum Perhutani Unit II Jatirn 
di. Malang. 

3. Segenap Adm. Perhutani/ KKPH/ KPE' dan IPKJ 
'dalam wilayah Perum Perhutani Unit II Jatim .. 
Oi Surabaya: . . 

. .. 

i~o'-

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat rekaman surat Keputusan Gubernur 
Jawa Timur/ nomor : 188/263/Kpts/013/2004. tanggal : 12 Nopember 2004 
tentan~j' Penetapan Upah. Minimum Kabupaten / Kota di Jawa Timur tahun 2005/ 
untuk di pakai sebagai dasar pengupahan tenaga borong dengan penjelasan 
sebagai berikut : 

1. Upah minimum masing-masing KPH mengacu pada upah minimum 
Kabupaten / Kota ternpat kedudukan Kantor KPH. 

2; ' PembClyaran Pekerja Borong tetap dilaksanakan periode sesuai surat kami 
nomor : 1691/022.3/um/IL Tanggal 24 September 2003. 

Oemikian ur.tuk dilaksanakan. 

Tembusan Kepada Yth .: 
1. Wakil Kepala Unit II 
2. Kepala Biro Kellanga'1 

Sebagai Laporan. 

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERLINDUNGAN HAK-HAK ... INKA SOFFA NURKHOLIQ



APINDO 
DPP. JAWA -TIMUR 

~ 
~ 

GUBERNUR JAWA TIMUR 

J1. Cilnndui No. 22 PO"B~Jb1~TUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR 
TeJp. S61486S Fax. SStS'4'36 v 

SUR A DAY A NOMOR 188/263/KPTS/013/2004 

TENTANG 

PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN I KOTA 
01 JAWA TIMUR TAHUN 2005 

GUBERNUR JAWA TIMUR, 

1imbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja sebagai 
bag ian dari upaya mernajukan kesejahteraan masyarakat sang at 
penting artinya untuk mendereng peningkatan peran serta pekerja 
dalam pelaksanaan preses preduksi melalui mekanism"l upah 
rninimum yang penetapannya melalul usulan Bupati I Waliketa se 
Jawa Timur; 

b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pad a huruf a dan untuk 
mewujudkan upah yang iebih re'alistis sesuai kendis/ daerah dan 
kemarnpuan perusahaan perlu menetapkan Upah Minimum 
Kabupaten I Keta di Jawa Timur Tahun 2005 dengan Keputusan 
Gubernu.r Jawa Timur. 

;J ingat 1. Undang-undang Nemer 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nemer 39 , Tambahan Lembaran 
Negara Nomer 4279) ; 

2. Undang-undang Nemer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Oaerah (Lembaran . Negara Tahlln 2004 Nemer 125, Tambahan 
Lembaran Negara Nemor 4437) ; 

3. Peraturan Pemerintah Nemer 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 
Pemerlntah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otenem 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Ne 54, Tambahan Lembaran Negara 
Nemer 3952) ; 

4. Peraturan Mcnteri Tenaga Kerja Nemer Per-01/MEN/1999 tentang 
Upah Minimurn sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nemer 226/MEN/2000 ; 

5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nemer Kep. 81/MENt1995 tentang 
Penetapan Kel':lpenen Kebutuhan Hidup Minimum; 

6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nemer 
Kep .231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan 
Upat. Minimum. 

rhatikan 1. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tanggal 10 
September 2002 Nemer 890.HK.01.32.2002 perihal Parameter 

Penetapan Harga KHM ; 

- .::: 11 ·' t 
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enetapkan, 
=RTAMA 

=DUA 

::TIGA 

::EMPAT 

LIMA 

2. Surat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tanggal 16 Juli 2004 

Nomor S.601/PHI-PJKNII/2004 perihal Penetapan Upah Minimum 
Tahun 2005; 

3. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Tanggal 2 Agustus 2004 Nemer 
560/6098/031/2004 perihal Penetapan Upah Minimum Kabupatenl 
Keta (UMK) di Jawa Timur Tahun 2005 ; 

4. Rekemendasi BupatiIWaliketa perihal Usulan Upah Minimum Tahun 
2005; . 

5. Serita Acara Sidang Kemisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan 
Sesial Dewan Ketenagakerjaan Prepinsi Jawa Timur tentang Upah 
Minimum Kabupaten/Keta se Jawa Timur Tahun 2005 tanggal 28 
Okteber 2004. 

MEMUTUSKAN 

a. Besarnya Upah Minimum Kabupaten/Keta di Jawa Timur Tahun 2005 
sebagaimana tersebut dalam Lampiran; .' 

b. Upah Minirnurn hanya berlaku bagi pekerja yang rnasa kerjanya 
kurang da'ri 1 (satu) tahun. 

?erusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan 

Upah Minimum Kabupaten/Kota yang ditetapkan dalam Keflutusan inl, 
dilarang mengurangi atau menurunkan upah dimaksud. 

Apabila setelah ditetapkannya Keputusan ini ada unsur-unsur dari Komisi 
penelitian pengupahan d<.n jaminan sesial Kabupaten/Keta merasa 
keberatan maka dalam \enggang waktu 10 (Sepuluh) hari sebelum 

diberlakukannya Keputusan ini dapat mengajukan keberatan kepada 
SupatilWalikota untuk mendapatkan penyelesaian. 

Hasil Penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum 
KETIGA BupatilWalikota dapat mengajukan perubahan atas besarnya 
upah minimum Kabupaten/Kota dimaksud kepada Gubernur Jawa Timur. 

Bagi .. Pengusah<l yang tidak mampu melaksanakan Upah Minimum 
sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat mengajukan 
penangguhan pelaksanaan Upah Minimum kepada 'Gubernur Jawa 
Timur me!alui Kepala Dinas Tenaga Kerja Prepinsi Jawa Timur paling 
lambcit 1 0 (~epuluh) hari sebe:um berlakunya upah minimum, dengan 

persyaratan sesuai keten!uan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja 
dan Transmlgra~i Nemer KEP .231/MEN/2003 tentang Tata Cara 
Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum. 

KEENAM 
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KEENAM a. Keputusan ini mulai berla f:u pada tanggal 1 Januari 2005 ; 

b. Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Propinsi 
Jawa Timur. 

UMUMKAN CAL ~M L: ',,11 \ ~ \ 'I 0 'IERAH 
PflO£IN..51 .J . 'Co'" ", .. ) ·.U Ii"·- ...... · 

,L 1;2.' II':WO:( 'Ne .)J,:3~~ 

Ditetapkan di Surabaya 
pad a tanggal 12 Nopember 2004 

"<I"LII"< JAWA TIMUR 

LAMPI RAN 
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NO. 

L. ,. 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

lt16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR 
TANGGAL : 12 NOPEMBER 2004 
NOMOR : 188/263/KPTS/013/2004 

UPAH MINIMUM KA.BUPATEN 1 KOTA 
DI JAWA TIMUR TAHUN 2005 

KABUPATEN.f.KOTA Rp/BU LA.N REKOMENDASI BUPATI 1 WALIKOTA 
. . TANGGAL 1 NOMOR 

2 ........ - .-. 3 4 
. - " .. . -" " . 

KOT A SURABA YA 578 ~500 28-10-2004 560/4533/436.41412004 

KAB. SIDOARJO 578.250 05-11-2004 561/3008/404.3.9/2004 

KAB. GRESIK 578.250 22-10-2004 560/5891403.23/2004 
-

KAB. MOJOKERTO 578.250 27-10-2004 565/3555/416.113/2004 

KAB. PASURUAN 578.250 27 --10-2004 560/3838/424.068/2004 

KAB. MALANG 575.300 18-10-2004 561/1482/421 .109/2004 

KOTA MALANG 575.300 04-10-2004 568/1322/420.302/2004 

KOTA BATU 575.300 21-10-2004 561/15271422.01312004 

KOTA MOJOKERTO .500.000 05-11-2004 560/1258/417.307/2004 

KOTA PASURUAN 475.000 11-10-2004 561/1749/423.111/2004 

KOTA PROBOLINGGO 480.500 18-10-2004 560/137/425.107 -04/2004 

KOTA KEDIRI 501 .000 12-10-2004 561/680/419.35/2004 

KOTA BLiTAR 351 .000 13-10-2004 560/4043/4n 111.3/2004 

KOTA MADIUN 347.750 05-10-2004 560/1482/401.108/2004 

KAB. PROBOLINGGO 478.000 22-10-2004 568/675/426.512/2004 

KAB. KEDIRI / 501.000 11-10-2004 560/1659/418.54/2004 

KAB. JOMBANG ./ 445.000 12-10-2004 560/2808/415.4512004 

KAB. JEMBER 425.000 18-10-2004 560/533/436.322/2004 

KAB. BANYUWANGI 372.700 14-10-2004 560/899/429.116/2004 

KAB. TUBAN 400.000 18 -10-2004 561/227/414.049/2004 

KAB. LAMONGAN 419.200 13-10 -2004 561/475/413.40612004 

KAB. BANG KALAN 450.000 06-10-2004 005/1 117/443.003/2004 
-

KAB. NGANJUK 362.000 12 -10-2004 560/9001411.414.03/2004 

KAB. MADIUN 340.000 20 .. 10-2004 568/451402.116/2004 

KAB. PONOROGO 338.500 11-10-2004 561/464/405.4712004 

26 . KAB . TRENGGALE~ 
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1 2 3 4 
-

26 KAB. TRENGGALEK 336.000 06-10-2004 561/1422/406.062/2004 

27 KAB. BLiTAR 341.000 04 -10-2004 561/5681409.11212004 

28 kAS. -80JOf\JEG'OR6- - . 1 357 .51JO 08-10-2004 560/957/412.41/2004 

29 KAB. NGAWI 340.000 07-10-2004 560109.23/415.058/2004 

30 KAB. MAGETAN 386.000 24-10-2004 568/3710/403.103/2004 

31 KAB. PACITAN 345.700 05-10-2004 560/1012/408.58/2004 

32 KAB. TULUNGAGUNG 381.000 15-10-2004 560/1049/407.110/2004 

33 KAB. LUMAJANG 340.000 21-09-2004 5'31/093/427.42/2004 

34 KAB. BONDOWOSO 350.000 20-10-2004 560/1336/430.510/2004 
.' 

35 KAB. SITUBONDO 364.900 13-10-2004 561/1196/431.002.2.1/2004 

36 KAB. PAME.KASAN 450.000 07-10-2004 560/861/441 .023/2004 

37 KAB. SUMENEP 425.000 14-1072004 560/667/435.111.12004 

38 KAB. SAMPANG 375.300 11-10-2004 560/914/434.301/2004 

;---(;j{,~t!:~{\IUR JAWA TIMUR 

Ci/?7t/tJ--

SALINAN 
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SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada : 
Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 

2. Sdr. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di 
Jakarta. 

3. Sdr. Ketua DPRD Prop. Jatim di Surabaya. 
4. Sdr. BupatilWalikota di Jawa Timur. 
5. Sdr. Kepala Dinas Tenaga Kerja Prop insi Jawa Timur 

,,- di Surabaya . 

6. Sdr. Kepala Kantor Wilayan VI PT. Jamsostek Persero 
dl Surabaya. 

7. Sdr. Ketl,Ja Komisi Penelitian Pengupahan dan 
Jaminan Sosial Dewan Ketcnaga ke~jaan Propinsi 

. ' Jawa Timur'di Surabaya. 
8. S·dr. Ketua Organisasi Pengusaha Propinsi Jawa Timur 

dl Surabaya. 
9. Sdr. Ketua Organisasi Pekerja/Buruh Propinsi Ja\\ia 

Timur di Surabaya. 

10. Sdr. Ketua P4D Jawa Timur di Surabaya . 

.. . 

'. 
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